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MOTTO 

 

يَ ُّهَا تَِِارةَ   تَكُوْنَ  اَنْ  اِلَّا  بِِلْبَاطِلِ  بَ يْ نَكُمْ  امَْوَالَكُمْ  تََْكُلُواْا لَ  آمَنُ وْا الَّذِيْنَ  يٰآ  

ا  بِكُمْ  كَانَ   اللٓ َ  اِنَّ   ۗانَْ فُسَكُمْ  تَ قْتُ لُواْا وَلَ   ۗمِ نْكُمْ  تَ راَض   عَنْ  رَحِيْم   

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), 

kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama 
suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. 

Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.1 

(QS An-Nisa Ayat 29) 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Quran.com, Diakses pada 30 Desember 2024 melalui 
https://quran.com/id/wanita/29-30 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi 

ini menggunakan pedoman transliterasi sesuai dengan Surat 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan 

0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1987. 

A. Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak أ 

dilambangkan 

Tidak 

dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di ث

atas) 

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik ح

di bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ
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 Dal d De د 

 Żal ż Zet (dengan titik ذ 

di atas) 

 Ra r er ر 

 Zai z zet ز 

 Sin s es س

 Syin sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di ص 

bawah) 

 Ḍad ḍ de (dengan titik ض 

di bawah) 

 Ṭa ṭ te (dengan titik di ط

bawah) 

 Ẓa ẓ zet (dengan titik ظ

di bawah) 

 ain ` koma terbalik (di` ع

atas) 

 Gain g ge غ
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 Fa f ef ف

 Qaf q ki ق

 Kaf k ka ك

 Lam l el ل

 Mim m em م 

 Nun n en ن

 Wau w we و

 Ha h ha ھ

 Hamzah ‘ apostrof ء

 Ya y ye ي

 

B. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari 

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 
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 Fathah a a ـَ 

 Kasrah i i ـِ 

 Dammah u u ـُ 

 

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf 

sebagai berikut: 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya ai a dan u يْ.َ.. 

 Fathah dan وْ.َ.. 

wau 

au a dan u  

 

                 Contoh: 

 kataba  كَتبََ  -

 fa`ala  فعَلََ  -

 suila  سئُلَِ  -

 kaifa  كَيْفَ  -
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 haula حَوْل    -

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah dan alif ا.َ..ى.َ.. 

atau ya 

ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya ī i dan garis di atas ى.ِ.. 

 Dammah dan wau ū u dan garis di atas و.ُ.. 

 

Contoh: 

 qāla  قَالَ  -

 ramā  رَمَى -

 qīla  قيِْلَ  -

 yaqūlu  يقَُوْلُ  -

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbutah hidup 
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Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, 

dan dammah, transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta’ marbutah mati 

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah “h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu 

terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

طْفَالِ لَ ا -    raudah al-atfāl/raudahtul atfāl 

رَةُ  -   al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul  الْمَدِيْنةَُ الْمُنَوَّ

       munawwarah 

 talhah   طَلْحَةْ  -

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, 

ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan 

huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

لَ  -  nazzala  نَزَّ

 al-birr  البِر   -
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F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu 

dibedakan atas: 

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah 

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” 

diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah 

ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan 

di depan dan sesuai dengan bunyinya. 

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan 

dihubungkan dengan tanpa sempang. 

Contoh: 

جُلُ  -  ar-rajulu  الرَّ

 al-qalamu الْقَلمَُ  -

 asy-syamsu الشَّمْسُ  -

لُ الْجَلَ  -  al-jalālu 

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu 

hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. 
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Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena 

dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

 

 ta’khużu تأَخُْذُ  -

 syai’un شَيئ   -

 an-nau’u النَّوْءُ  -

 inna إنِ   -

H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis 

terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf 

Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf 

atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut 

dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contoh: 

ازِقيِْنَ  -    وَ إنَِّ اَلله فهَُوَ خَيْرُ الرَّ

Wa innallāha lahuwa Khairar-rāziqīn/Wa innallāhalahuwa 

khairurrāziqīn 

  بسِْمِ اِلله مَجْرَاھَا وَ مُرْسَاھَا  -

 Bismillāhi majrehā wa mursāhā 
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I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak 

dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. 

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, 

di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf 

awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu 

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf 

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal 

kata sandangnya. 

Contoh: 

ِ الْعاَلمَِيْنَ  -    الْحَمْدُ للهِ رَب 

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil 

`ālamīn 

حِيْمِ  - حْمنِ الرَّ     الرَّ

Ar-rahmānir rahīm/ Ar-rahmān ar-rahīm 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku 

bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan 

kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada 

huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 

dipergunakan. 

Contoh: 

 Allaāhu gafūrun rahīm  اُلله غَفُوْر  رَحِيْم   -
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ِ ا - مُوْرُ جَمِيْعًا لُ لِِل    Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil- 

       amru jamī`an 

J. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, 

pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian 

pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. 
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ABSTRAK 

 

Tindak Pidana Suap telah melebar pada sektor olahraga, yakni 
sepak bola. Sepak bola merupakan sektor lahan basah, sehingga 

celah dalam ranah sepak bola dimanfaatkan oleh sebagian oknum 

untuk keuntungan pribadi dengan melakukan match fixing. 
Perbuatan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

1980 tentang Suap dan menurut Hukum Pidana Islam hal ini 

merupakan perbuatan yang dilarang.  Lebih lanjut kasus ini sangat 
menarik untuk dikaji dari perspektif ilmu kriminologi dan fiqh 

jinayah untuk mengetahui secara mendalam kejatahan tindak pidana 

suap dalam match fixing. 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif 
dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris 

merupakan metode penelitian yang mempelajari penerapan hukum 

dalam praktik, dengan menyoroti perilaku masyarakat, lembaga, 
atau pihak-pihak yang terlibat maupun terdampak oleh hukum. Data 

dalam penelitian yuridis empiris diambil melalui data lapangan, 

yakni diperoleh dengan cara wawancara kepada salah satu anggota 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman atau ahli hukum yang 

mengerti tentang objek penelitian ini. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Negeri 

Sleman dalam perkara Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn dalam 
memutus perkara menggunakan empat pertimbangan, yakni 

pertimbangan yuridis, non yuridis, sosiologis, dan filosofis. Lalu 

dari analisis kriminologi menunjukkan bahwa pelaku tersebut 
melakukan suap match fixing berkaitan dengan teori kriminologi 

Asosiasi Diferensial dan Teori Anomi. Asosiasi Diferensial 

menjelaskan pelaku melakukan kejahatan karena pengaruh 

lingkungan. Menurut Teori Anomi pelaku melakukan suap match 
fixing karena ada ketimpangan antara keinginan dengan cara 

mendapatkan keinginan. sehingga ia melakukan dengan cara 

melanggar hukum. Sehingga menurut fiqh jinayah tindakan pelaku 
merupakan risywah yang masuk dalam kategori jarimah ta’zir.  

 

Kata Kunci: Kriminologi, Fiqh Jinayah, Match Fixing 
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ABSTRACT 

 

The crime of bribery has spread to the sports sector, namely 
football. Football is a wet field sector, so that the gaps in the realm 

of football are exploited by some individuals for personal gain by 

conducting match fixing. This act violates Law Number 11 of 1980 
concerning Bribery and according to Islamic Criminal Law this is 

a prohibited act. Furthermore, this case is very interesting to study 

from the perspective of criminology and fiqh jinayah to find out in 
depth the crime of bribery in match fixing. 

This study uses a qualitative research type with an empirical 

legal approach. Empirical legal research is a research method that 

studies the application of law in practice, by highlighting the 
behavior of society, institutions, or parties involved or affected by 

the law. Data in empirical legal research is taken through field data, 

namely obtained by interviewing one of the members of the Panel of 
Judges of the Sleman District Court or a legal expert who 

understands the object of this research. 

The results of the study show that the judge of the Sleman 
District Court in case Number 43/Pid.Sus/2024/PN Smn in deciding 

the case used four considerations, namely legal, non-legal 

considerations, sociological, and philosophical. Then from the 

criminological analysis it shows that the perpetrator committed 
match fixing bribery related to the criminological theory of 

Differential Association and Anomie Theory. Differential 

Association explains that the perpetrator committed the crime 
because of environmental influences. According to the Anomie 

Theory, the perpetrator committed match fixing bribery because 

there was an imbalance between desire and how to get that desire 

so that he did it by breaking the law, while according to Islamic 
jurisprudence, the perpetrator's actions were risywah which fell 

into the category of ta'zir crimes. 

 
Keywords: Criminology, Fiqh Jinayah, Match Fixing 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Korupsi telah menjadi masalah yang berkepanjangan di 

Indonesia. Berbagai tindakan seperti penyalahgunaan 

kekuasaan, suap, suap-menyuap, pungutan liar, kolusi, 

nepotisme, dan penggunaan dana publik untuk 

kepentingan pribadi, dianggap sebagai bentuk korupsi oleh 

masyarakat dan dianggap sebagai hal yang umum terjadi 

di negara ini. Ironisnya, meskipun telah ada upaya untuk 

memerangi korupsi, praktik-praktik tersebut tetap 

berlanjut, bahkan dengan modus operandi yang semakin 

canggih dan terorganisir, membuat penanganannya 

semakin sulit.1 Tindakan kriminal korupsi, yang 

merupakan pelanggaran serius, tidak hanya terbatas pada 

pejabat negara, tetapi juga bisa dilakukan oleh individu 

yang memiliki kecerdasan tinggi, pemimpin, entitas 

swasta, atau kroni yang merugikan integritas negara, 

 
1 Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Pada Pengelolaan 
APBN/APBD, Diakses pada 11 Mei 2024 melalui 
https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/investigasi/files/uppk_apbn_apbd(1).
pdf 
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mengganggu stabilitas pembangunan, dan merusak 

perekonomian nasional. 2 

Dengan berjalannya waktu, tingkat kejahatan juga 

semakin meningkat. Kebutuhan ekonomi menjadi salah 

satu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan 

tindakan kriminal. Seseorang akan menggunakan berbagai 

cara untuk mencapai tujuan mereka, bahkan jika itu 

melibatkan pelanggaran hukum. Faktor ekonomi di 

Indonesia juga menjadi pemicu bagi beberapa orang untuk 

melakukan kejahatan, seperti korupsi, yang semakin 

banyak terjadi dalam masyarakat. Bahkan saat ini, 

tindakan korupsi terjadi dalam berbagai bentuk dan 

semakin kompleks, menunjukkan tingkat kecerdasan dari 

pelaku yang semakin tinggi. Salah satu bentuk dari tindak 

pidana korupsi yaitu suap. Menurut UU Nomor 11 Tahun 

1980 tentang Tindak Pidana Suap, Tindak Pidana Suap 

didefinisikan sebagai tindakan memberikan uang, barang, 

atau bentuk lain dari pemberi suap kepada penerima suap 

dengan tujuan memengaruhi sikap penerima terhadap 

kepentingan atau minat si pemberi, meskipun sikap 

tersebut bertentangan dengan kepentingan penerima.3 

 
2 Adhe Adhari & Sherryl Naomi, Latar Belakang Perkembangan Tindak Pidana 
Korupsi Indonesia, Jurnal Serina Abdimas, Vol. 1, No. 3, Agustus 2023, 1255 
3 Pascasarjana Universitas Medan Area, Apa Itu Tindak Pidana Suap, Diakses 
pada 11 Mei 2024 melalui https://mh.uma.ac.id/apa-itu-tindak-pidana-suap/ 
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Menurut hukum Islam, suap merupakan Risywah. 

Risywah menurut bahasa dalam kamus Al-Mishbahul 

Munir dan Kitab Al-Muhalla ibnu Hazm yaitu: “pemberian 

yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk 

memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak 

dibenarkan atau untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai 

dengan kehendaknya.” Dalil mengenai Risywah ini 

terdapat dalam QS. Al-Baqarah Ayat 1884 

لَكُم بَ يْ نَكُم بٱِلْبَٓطِلِ وَتدُْلُوا۟ بِِاَا إِلََ ٱلْْكَُّامِ لتَِأْكُلُوا۟  وَلَ تََْكُلُواا۟ أمَْوَٓ

ثِْْ وَأنَتُمْ تَ عْلَمُونَ فَريِق ا مِ نْ أَ  لِ ٱلنَّاسِ بٱِلِْْ مْوَٓ  

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta 

sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang 

bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu 

kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian 
daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan 

berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-

Baqarah Ayat 188) 

Selain itu, juga dalam HR. Ahmad dan Hakim 

وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللُ  صَلَّى اللِ  رَسُوْلُ  لَعَنَ : قَالَ  ثَ وْبَِنَ  وَعَنْ   

( الْاكم  و  أحمد رواه) وَالرَّائِشَ  وَالْمُرْتَشِيَ  الرَّاشِيَ   

“Dari tsauban berkata : Rasulullah saw melaknat orang 

yang menyuap, yang disuap, dan perantara suapan, yakni 

 
4 Ahmad Jurin Harahap,Risywah Dalam Perspektif Hadis, Jurnal Ilmu Hadis 2, 
Maret 2018,109 
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orang yang memberikan jalan atas keduanya” (HR. 

Ahmad dan Hakim) 

Pengertian risywah menurut Kitab Lisanul ‘Arab dan 

Mu’jamul Washith yaitu: “pemberian yang diberikan 

kepada seseorang agar mendapatkan kepentingan 

tertentu“.5 Risywah terdapat empat macam menurut Ibn 

Abidin, dengan menguti kitab al-Fath,  yaitu: 

1. Risywah yang haram atas orang yang mengambil 

dan yang memberikannya, yaitu risywah untuk 

mendapatkan keuntungan dalam peradilan dan 

pemerintahan; 

2. Risywah terhadap hakim agar dia memutuskan 

perkara, sekalipun keputusannya benar, karena dia 

mesti melakukan hal itu; 

3. Risywah untuk meluruskan suatu perkara dengan 

meminta penguasa menolak kemudaratan dan 

mengambil manfaat. Risywah ini haram bagi yang 

mengambilnya saja. Sebagai alasan risywah ini 

dapat dianggap upah bagi orang yang berurusan 

dengan pemerintah. Pemberian tersebut digunakan 

untuk urusan seseorang, lalu dibagi-bagikan. Hal 

ini halal dari dua sisi seperti hadiah untuk 

 
5Abdullah Ath-Thuraiqi, Hukum Suap Dalam Islam, Diakses pada 11 Mei 2024 
melalui 
https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id
=3995  

https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=3995
https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=3995
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menyenangkan orang. Akan tetapi dari satu sisi 

haram, karena substansinya adalah kazaliman; 

4. Risywah untuk menolak ancaman atas diri atau 

harta, boleh bagi yang memberikan dan haram bagi 

orang yang mengambil. Hal ini boleh dilakukan 

karena menolak kemudaratan dari orang muslim 

adalah wajib, namun tidak boleh mengambil harta 

untuk melakukan yang wajib.6 

Zaman semakin canggih dan modern, namun tidak 

hanya zaman saja yang semakin canggih dan 

berkembang. Dalam kasus kejahatan juga ikut 

berkembang pula. Tindak pidana korupsi tak hanya ada 

dalam pemerintahan negara, pada era sekarang 

kejahatan tersebut telah merambah ke bidang olahraga, 

yakni sepak bola. Sepak bola merupakan olahraga yang 

paling diminati banyak orang di dunia tak terkecuali di 

Indonesia. Sepakbola yang merupakan ajang kompetisi 

dan hiburan untuk masyarakat dijadikan alat untuk 

melakukan praktik suap menyuap. Praktik suap 

menyuap yang dilakukan adalah barupa pengaturan 

skor (match fixing). Contoh dari match fixing adalah 

pertandingan sepakbola antara PSS Sleman dengan 

 
6 Muhayah, SH, MH, Risywah Dalam Perspektif Hukum Islam, Diakses pada 11 
Mei 2024 melalui https://www.pta-banten.go.id/artikel-pengadilan/927-risywah-
dalam-perspektif-hukum-islam 
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Madura FC pada kompetisi Liga 2 tahun 2018 lalu. 

Januar Herwanto, manajer Madura FC, menerima 

panggilan telepon dari seseorang yang mengaku 

sebagai anggota Komite Eksekutif PSSI bernama 

Hidayat. Dalam percakapan tersebut, Madura diminta 

untuk kalah dalam pertandingan melawan PSS Sleman, 

namun permintaan tersebut ditolak oleh Januar. 

Meskipun demikian, pada akhirnya Madura FC tetap 

kalah dengan skor 0-1 dari PSS Sleman.7    

Kasus match fixing ini apabila tidak diambil 

tindakan tegas dari organisasi terkait, yakni PSSI selaku 

organisasi sepakbola di tanah air maka dapat 

mengakibatkan rusaknya fair play, moral bagi 

persepakbolaan di Indonesia. Tindakan sanksi berupa 

sanksi dari komisi disiplin (komdis) seperti pemecatan, 

skorsing, sanksi administratif tidak cukup untuk 

memberikan efek jera terhadap para pelaku match 

fixing. Dalam kaitannya dengan Undang-Undang yang 

berlaku untuk memberikan sanksi match fixing ini 

sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Tindak 

pidana tersebut tertuang dalam Pasal 2 yang berbunyi 

 
7Diakses pada 11 Mei 2024 melalui https://www.viva.co.id/bola/liga-
indonesia/1669460-gempar-satgas-antimafia-bola-polri-pss-sleman-vs-madura-
fc-terjadi-match-fixing?page=2 
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“Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu 

kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk 

supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat 

sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan 

kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut 

kepentingan umum, dipidana karena memberi suap 

dengan pidana penjara selama lamanya 5 (lima) tahun 

dan denda sebanyak-banyaknya Rp15.000.000,- (lima 

belas juta rupiah)” dengan rincian “Yang dimaksud 

dengan “kewenangan dan kewajibannya” termasuk 

kewenangan dan kewajiban yang ditentukan oleh kode 

etik profesi atau yang ditentukan oleh organisasi 

masing-masing”.8 Sehingga dengan begitu PSSI 

sebagai induk organisasi sepakbola di Indonesia wajib 

menegakkan hukum terhadap para pelaku match fixing 

yang ada di Indonesia. Berdasarkan penjelasan di atas 

maka dari itu, penulis mengajukan penelitian skripsi 

dengan judul “Analisis Kriminologi dan Fiqh 

Jinayah terhadap Tindak Pidana Suap Match 

Fixing Sepak Bola di Liga Indonesia (Studi Putusan 

Pengadilan Negeri Sleman Nomor 

43/Pid.Sus/2024/PN Smn)” 

 
8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas penulis merumuskan 

pernasalahan yang akan diteliti sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutus 

Perkara Tindak Pidana Suap Match Fixing Sepak Bola 

di Liga Indonesia Studi Putusan Pengadilan Negeri 

Sleman Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN.Smn.? 

2. Bagaimana Analisis Kriminologi dan Fiqh Jinayah 

terhadap Tindak Pidana Suap Match Fixing Sepak 

Bola di Liga Indonesia Studi Putusan Pengadilan 

Negeri Sleman Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN.Smn.? 

 

C. Tujuan 

Adapun tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam 

memutus perkara Tindak Pidana Suap match fixing 

Sepak Bola di Liga Indonesia Studi Putusan 

Pengadilan Negeri Sleman Nomor 

43/Pid.Sus/2024/PN.Smn. 

2. Untuk mengetahui Analisis Kriminologi dan Fiqh 

Jinayah terhadap Tindak Pidana Suap match fixing 

Sepak Bola di Liga Indonesia Studi Putusan 

Pengadilan Negeri Sleman Nomor 

43/Pid.Sus/2024/PN Smn. 
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D. Manfaat 

1. Manfaat Secara Akademis 

Penulisan karya tulis ini dapat menambah wawasan 

pengetahuan dan juga sebagai bahan literatur bagi para 

pembaca khususnya para mahasiswa maupun akademisi 

mengenai tindak pidana suap dalam ranah bidang olahraga 

khususnya dalam sepak bola yang ada di Indonesia. Sebab 

dari berbagai literatur yang ada belum menjelaskan secara 

spesifik bagaimana penegakan hukum dan hukuman 

terhadap pelaku suap dalam kasus match fixing 

pertandingan sepak bola di Indonesia. Selain itu, 

penegakan hukum terhadap pelaku suap match fixing ini 

tergolong jarang sehingga dengan penulisan skripsi ini 

dapat memberi wawasan kepada para akademisi maupun 

orang yang membacanya bahwa penegakan hukum 

terhadap kasus suap match fixing itu harus ditegakkan dan 

untuk pelaku-pelaku yang belum terungkap harus segera 

dilakukan tindakan hukum. 

2. Secara Praktis 

Penulisan karya tulis ini dapat dimanfaatkan untuk 

menjadi referensi bagi para aparat penegak hukumserta 

mahasiswa dalam bidang hukum. Selain itu juga dapat 

menjadi masukan terhadap federasi sepak bola Indonesia. 
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E. Tinjauan Pustaka 

Penelitian mengenai Analisis Kriminologi dan Fiqh 

Jinayah terhadap Tindak Pidana Suap Kasus Match Fixing 

Sepak Bola di Liga Indonesia ini belum pernah dilakukan, 

namun demikian terdapat beberapa penelitian yang terkait 

dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Skripsi Yunus Efendi9 (1602026069) Mahasiswa 

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan 

judul “Tindak Pidana Suap pada Pengaturan Skor 

Pertandingan Sepak Bola di Liga Indonesia dalam 

Prespektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam”. 

Skripsi ini memiliki topik kasus tindak pidana yang 

sama dengan penulis, akan tetapi pada kajiannya 

berbeda dengan penulis. Skripsi Yunus Efendi 

menelaah permasalahan match fixing yang dikaji 

dengan hukum positif dan hukum pidana Islam berupa 

risywah dengan metode kepustakaan (library 

research). Sementara pada penelitian penulis tindak 

pidana suap match fixing yang dianalisis dengan ilmu 

kriminologi dan fiqh jinayah dengan pendekatan kasus 

putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 

43/Pid.Sus/2024/PN.Smn.  

 
9 Yunus Efendi, Tindak Pidana Suap pada Pengaturan Skor Pertandingan Sepak 
Bola di Liga Indonesia dalam Prespektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam 
(2022) 
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2. Skripsi Ahmad Fauzan10 (S20174038) Mahasiswa 

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul 

“Analisis Yuridis Tindak Pidana Match Fixing dalam 

Pertandingan Sepak Bola di Indonesia”. Skripsi ini 

memiliki topik yang membahas mengenai bagaimana 

analisis yuridis mengenai kasus pengaturan skor yang 

terjadi di sepakbola. Skripsi Ahmad Fauzan 

menggunakan pendekatan normatif (normative law 

research) yaitu menggunakan studi kasus normatif 

berupa produk perilaku hukum.  Sedangkan pada 

penelitian penulis menganalisis tindak pidana suap 

match fixing yang dianalisis dengan ilmu kriminologi 

dan fiqh jinayah sehingga tidak hanya sebatas secara 

yuridis atau hukum positif saja namun berdasarkan 

ilmu kriminologi dan fiqh jinayah. Selain itu 

pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi 

penulis ialah menggunakan metode yuridis empiris. 

Artinya penulisan skripsi penulis tidak hanya mengacu 

pada undang-undang saja atau normatif, namun juga 

melalui pendekatan empiris dengan wawancara 

terhadap majelis hakim maupun pihak yang menguasai 

objek dari penelitian penulis. 

 
10 Ahmad Fauzan, Analisis Yuridis Tindak Pidana Match Fixing dalam 
Pertandingan Sepak Bola di Indonesia (2022) 
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3. Skripsi Muhammad Ridwan Azizi11 (160710101098) 

Mahasiswa Universitas Jember dengan judul “Tindak 

Pidana Suap dalam Pengaturan Skor Olahraga Sepak 

Bola di Indonesia” Skripsi tersebut menganalisis 

tindak pidana suap dalam pengaturan skor sepak bola 

dengan menganalisis hukum positifnya dengan 

pendekatan perundang-undangan (statue approach) 

dan menggunakan metode kepustakaan. Sedangkan 

penelitian penulis menganalisis tindak pidana suap 

pada kasus match fixing dianalisis dengan ilmu 

kriminologi dan fiqh jinayah dengan metode 

kepustakaan dan penelitian lapangan. 

4. Skripsi Muhamad Maigel Alfajar12 (2012011285) 

Mahasiswa Universitas Lampung dengan judul 

“Upaya Penanggulangan Suap Menyuap Pengaturan 

Skor (Match Fixing) dalam Sepak Bola Nasional” 

Skripsi tersebut menganalisis mengenai upaya yang 

bisa dilakukan untuk menanggulangi maupun 

mencegah dari terjadinya suap menyuap pengaturan 

skor dalam sepakbola nasional. Metode pendekatan 

yang digunakan dalam skripsi tersebut menggunakan 

 
11 Muhammad Ridwan Azizi, Tindak Pidana Suap dalam Pengaturan Skor 
Olahraga Sepak Bola di Indonesia (2020) 
12 Muhamad Maigel Alfajar, Upaya Penanggulangan Suap Menyuap Pengaturan 
Skor (Match Fixing) dalam Sepak Bola Nasional (2024) 
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pendekatan normatif dengan gabungan antara 

pendekatan perundang-undangan (statute aproach) 

dan pendekatan kasus (case approach). Sedangkan 

skripsi penulis membahas mengenai pengaturan skor 

sepak bola di liga Indonesia yang dianalisis dengan 

ilmu kriminologi dan fiqh jinayah. Metode pendekatan 

yang digunakan dalam skripsi penulis ialah yuridis 

empiris. 

5. Skripsi Moch. Andi Apriyanto13 (11150450000032) 

Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta dengan judul “Pengaturan Skor 

(Match Fixing) Sepak Bola Indonesia Perspektif 

Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam” 

Skripsi tersebut memiliki topik yang mirip dengan 

skripsi penulis, namun dalam kajiannya memiliki 

perbedaan. Dalam Skripsi Moch. Andi Apriyanto 

menganalisis mengenai suap pengaturan skor 

sepakbola di Indonesia yang ditinjau dalam 2 

perspektif, yakni menurut hukum pidana positif dan 

hukum pidana islam. Pendekatan yang digunakan, 

yakni pendekatan normatif dengan gabungan antara 

pendekatan perundang-undangan (statute aproach) 

 
13 Moch. Andi Apriyanto, Pengaturan Skor (Match Fixing) Sepak Bola Indonesia 
Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (2020) 
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dan pendekatan kasus (case approach). Sehingga 

penulis menggali fakta dengan mencari informasi 

tentang pengaturan skor sepakbola di Indonesia yang 

dikaitkan dengan UU No.11 Tahun 1980 tentang suap. 

Sedangkan pada Skripsi penulis menganalisis 

menganai pengenai suap pengaturan skor sepak bola 

di liga Indonesia yang dianalisis dengan ilmu 

kriminologi dan fiqh jinayah. Pendekatan yang 

digunakan dalam skripsi penulis menggunakan 

pendekatan studi kasus pada putusan Pengadilan, lalu 

dianalisis dengan pendekatan yuridis empiris. 

Sehingga selain menggunakan data primer penulis 

dalam menggali fakta juga melakukan wawancara 

dengan majelis hakim yang bertugas maupun pihak 

lain yang mengerti mengenai objek penelitian ini. 

6. Jurnal Ilmiah yang berjudul “Analisis Hukum Islam 

terhadap Pertandingan Sepak Bola yang Melakukan 

Match Fixing di Indonesia” yang dipublikasikan pada 

Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya 

Volume 1, Nomor 2 Tahun 2023.14 Pada jurnal ini topik 

yang dibahas menyerupai dengan topik penulis. 

Namun dari keduanya terdapat perbedaan. Pada jurnal 

 
14 Sultan Akbar Firjatullah, Analisis Hukum Islam terhadap Pertandingan Sepak 
Bola yang Melakukan Match Fixing di Indonesia, Jurnal Religion: Jurnal Agama, 
Sosial, dan Budaya, Vol 1 Nomor 2 tahun 2023, 376-382 
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membahas permasalahan match fixing yang dianalisis 

dengan menggunakan hukum Islam. Sedangkan pada 

skripsi penulis membahas mengenai Analisis 

Kriminologi dan Fiqh Jinayah terhadap Tindak Pidana  

Suap Match Fixing Sepak Bola. Jadi dalam skripsi 

penulis tidak hanya menganalisis dengan Hukum 

Islam saja, melainkan juga dengan kriminologi yang 

nantinya akan dianalisis dengan menggunakan teori-

teori dari kriminologi. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian pada skripsi ini menggunakan 

jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang digunakan untuk 

mendalami fenomena sosial dengan menggunakan 

proses interaksi dan komunikasi.15 Untuk mendalami 

sebuah fenomena sosial, dalam skripsi ini 

menggunakan studi kasus (case study). Studi kasus 

berfokus pada analisis mendalam dan terperinci 

terhadap suatu kasus atau peristiwa tertentu sesuai 

 
15 Djulaeka dan Devi Rahayu, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, (Surabaya: 
Scopindo Media Pustaka, 2019), 34 
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dengan konteks.16 Studi kasus yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kasus dalam putusan Pengadilan 

Negeri Sleman Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn. 

Untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah, 

penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian 

yuridis empiris.17 Pendekatan penelitian yuridis 

empiris mengkaji tidak hanya pada hukum secara 

normatif saja, namun juga secara fakta empiris. Data 

empiris didapatkan dengan cara melakukan penelitian 

lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara 

wawancara kepada salah satu anggota Majelis Hakim 

Pengadilan Negeri Sleman atau ahli hukum yang 

mengerti tentang objek penelitian ini.18  

2. Jenis Data 

a. Data Primer 

Penelitian ini dilakukan melalui wawancara 

dengan responden, di mana pertanyaan-

pertanyaan disiapkan terlebih dahulu sebagai 

panduan. Namun, masih ada fleksibilitas untuk 

mengajukan variasi pertanyaan yang disesuaikan 

selama proses wawancara. Data Primer didapat 

 
16 Nur Sholikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, (Pasuruan: CV 
Penerbit Qiara Media,2019), 59 
17 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 24-31 
18 Ibid, 124 
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dari putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 

43/Pid.Sus/2024/PN Smn dan hasil wawancara 

kepada pihak terkait atau ahli hukum yang 

mengerti tentang objek penelitian ini. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder mencakup semua publikasi yang 

memberikan petunjuk atau penjelasan terkait 

penelitian, seperti literatur, karya ilmiah (hasil 

penelitian), peraturan perundang-undangan, 

peraturan pemerintah, peraturan daerah, kamus, 

ensiklopedia, buku, jurnal, surat kabar, dan 

dokumentasi dari berbagai instansi terkait. Fungsi 

dari bahan hukum sekunder ini adalah untuk 

memberikan panduan kepada peneliti dalam 

menyusun latar belakang, merumuskan masalah, 

menentukan tujuan dan kegunaan penelitian, 

membangun kerangka teoritis dan konseptual, 

serta menentukan metode pengumpulan dan 

analisis data hukum yang akan digunakan dalam 

penelitian. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data primer dan sekunder, 

penulis menggunakan dua metode pengumpulan data 

berikut: 
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a. Penelitian Kepustakaan 

Penelitian ini dilakukan dengan menelaah bahan 

pustaka yang relevan, seperti literatur, karya 

ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-

undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, dan 

dokumentasi dari berbagai instansi terkait. 

Tujuannya adalah untuk mendapatkan kerangka 

teori dari hasil penelitian para ahli, yang 

relevansinya kemudian dianalisis terhadap fakta-

fakta yang terjadi di lapangan. 

b. Penelitian Lapangan 

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan, 

penulis menggunakan dua metode, yaitu: 

1) Wawancara, yaitu metode pengumpulan data 

melalui tanya jawab langsung dengan 

responden, dalam hal ini Hakim atau ahli 

hukum yang memahami objek penelitian ini. 

2) Dokumentasi adalah informasi dalam bentuk 

teks, gambar, atau hasil karya yang dibuat oleh 

individu. Penggunaan studi dokumen 

melengkapi metode wawancara dalam 

penelitian kualitatif dengan tujuan memperkuat 

keandalan penelitian tersebut. Esensinya, 
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dokumentasi digunakan untuk meningkatkan 

kepercayaan dalam penelitian kualitatif. 

4. Analisis Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

analisis deskriptif kualitatif. Data tersebut diperoleh 

dari hasil dokumentasi dan wawancara. Pendekatan 

deskriptif-kualitatif diterapkan dengan 

menitikberatkan pada pemahaman yang mendalam 

mengenai fenomena sosial yang diteliti,dengan 

memperhatikan konteks yang melingkupi fenomena 

tersebut.19Selanjutnya data-data tersebut diolah 

dengan beberapa tahap,yaitu Pertama, pengumpulan 

data. Data dikumpulkan dengan metode studi 

dokumen dan wawancara. Pada tahap ini peneliti 

menentukan metode yang tepat untuk mengumpulkan 

data sesuai dengan pertanyaan penelitian. Kedua, 

tahap reduksi data. Peneliti memilah data yang relevan 

dengan menghilangkan data yang tidak perlu dengan 

tujuan memperoleh pemahaman yang mendalam 

terhadap data yang diperoleh. Ketiga, pengodean data. 

Pada tahap ini memberi kode pada data yang saling 

berkaitan agar memudahkan dalam menganalisis data 

 
19 Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, 
(Sukabumi: CV Jejak, 2018), 7-13 
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berikutnya. Keempat, interpretasi dan penafsiran data. 

Pada tahap ini penulis menafsirkan pola-pola yang 

muncul dari data yang diperoleh, hal tersebut 

dilakukan untuk mengembangkan penafsiran atau 

pemahaman yang lebih dalam mengenai objek kajian 

yang sedang diteliti. Kelima, penyimpulan. Pada tahap 

ini penyimpulan dilakukan dengan mengintegrasikan 

temuan-temuan yang diperoleh dari proses analisis dan 

hasil wawancara. Hasil dari proses tersebut dapat 

berguna untuk pengembangan teori akademik dan juga 

sebagai masukan bagi para penegak hukum maupun 

pemerintah. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk menghasilkan karya ilmiah dan pemahaman yang 

komprehensif dan akuntabel, penulis menyusun kerangka 

penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I: Pendahuluan 

Pada bab ini berisi mengenai Latar Belakang, Rumusan 

Masalah, Tujuan, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, 

Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.  

BAB II: Tinjauan Teoretik tentang Kriminologi, Fiqh 

Jinayah, Match Fixing, dan Tindak Pidana Suap. 
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Pada bab ini berisi mengenai tinjauan teoretik mengenai  

kriminologi, fiqh jinayah, match fixing, pengertian tindak 

pidana suap.  

BAB III: Gambaran Umum Kasus Tindak Pidana Suap 

Match Fixing Sepak Bola di Liga Indonesia pada Putusan 

Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn dan Hasil Wawancara 

Pada bab ini berisi mengenai profil Pengadilan Negeri 

Sleman, Gambaran umum kasus suap putusan Nomor 

43/Pid.Sus/2024/PN Smn, dan hasil wawancara kepada 

hakim PN Sleman. 

BAB IV: Analisis Kriminologi dan Fiqh Jinayah terhadap 

Tindak Pidana Suap Match Fixing Sepak Bola di Liga 

Indonesia Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman 

Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn. 

Pada bab ini berisi mengenai pertimbangan hakim dan 

Analisis Kriminologi dan Fiqh Jinayah terhadap Tindak 

Pidana Suap Match Fixing Sepak Bola di Liga Indonesia 

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 

43/Pid.Sus/2024/PN Smn) 

BAB V: Penutup 

Pada bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian 

yang berisi mengenai simpulan dan saran. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIK TENTANG KRIMINOLOGI, FIQH 

JINAYAH, MATCH FIXING DAN TINDAK PIDANA SUAP 

A. Tinjauan Teoretik tentang Kriminologi 

1. Pengertian Kriminologi 

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari 

tentang penjahat dan kejahatan, serta cara-cara yang 

digunakan oleh penjahat dalam melakukan tindak 

kejahatan. Selain itu, kriminologi berupaya 

semaksimal mungkin untuk mengidentifikasi faktor-

faktor penyebab terjadinya kejahatan dan mencari 

solusi untuk mencegah serta menangani kejahatan. 

Istilah “kriminologi” pertama kali digunakan oleh P. 

Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi asal 

Prancis, pada tahun 1879. Sebelum istilah ini populer, 

yang lebih sering digunakan adalah “Antropologi 

Kriminal.”1  

Secara etimologis, kriminologi berasal dari 

gabungan kata “Crime” yang berarti kejahatan dan 

“Logos” yang berarti ilmu pengetahuan. Berdasarkan 

kedua makna ini, kriminologi dapat diartikan sebagai 

 
1 Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, Buku Ajar Hukum dan Kriminologi, 
Universitas Nusantara PGRI Kediri, vol. 01 (Lampung: CV Anugerah Utama 
Raharja, 2017), 1 
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ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Berbagai 

sarjana memberikan pandangan yang berbeda 

mengenai definisi kriminologi, dan perbedaan ini 

dipengaruhi oleh luasnya ruang lingkup kajian yang 

tercakup dalam bidang tersebut. Kriminologi tidak 

hanya membahas tentang kejahatan itu sendiri, tetapi 

juga dapat dilihat dari berbagai perspektif. Beberapa 

melihatnya dari segi latar belakang munculnya 

kejahatan, sementara yang lain melihatnya dari sisi 

perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang 

berlaku dalam masyarakat. Semua aspek ini secara 

teknis tidak terlepas dari berbagai disiplin ilmu, 

terutama yang terkait dengan objek kajiannya. Oleh 

karena itu, definisi kriminologi yang disampaikan oleh 

para sarjana seringkali berbeda dan memiliki batasan 

yang beragam.2  

Menurut Wood, kriminologi adalah kumpulan 

pengetahuan yang diperoleh melalui teori atau 

pengalaman yang berkaitan dengan tindakan kriminal 

dan pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap 

keduanya. Noach menyatakan bahwa kriminologi 

merupakan ilmu tentang tindakan kriminal dan 

perilaku tercela yang melibatkan orang-orang yang 

 
2Ibid, 2-3 
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berpartisipasi dalam perilaku tersebut. Sedangkan 

menurut Walter Reckless, kriminologi adalah 

pemahaman tentang keteraturan individu dalam 

perilaku delinkuen dan kriminal, serta pemahaman 

tentang bagaimana Sistem Peradilan Pidana bekerja.3 

Selain itu, J. Constant mendefinisikan kriminologi 

sebagai ilmu yang bertujuan untuk mengidentifikasi 

faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan atau 

munculnya pelaku kejahatan. Sementara itu, W.A. 

Bonger berpendapat bahwa kriminologi merupakan 

ilmu yang berfokus pada penyelidikan fenomena 

kejahatan secara mendalam dan menyeluruh.4 

2. Ruang Lingkup Kriminologi 

Pemahaman tentang lingkup studi kriminologi 

mencakup semua proses pembentukan hukum, 

pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap pelanggaran 

hukum. Beberapa definisi dan perumusan kriminologi 

oleh para ahli kriminologi membentuk dasar 

kriminologi. Dalam bukunya The Crime Problem, 

Walter C. Reckless menyatakan bahwa ada sepuluh 

ruang lingkup krimonologi, yaitu:5  

 
3 Beby Suryani, Kriminologi (Sumatera Utara: Universitas Medan Area Press, 
2023). 5 
4 Ibid, 6 
5 Ibid, 17-19 
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a. Kriminologi mempelajari bagaimana kejahatan 

dilaporkan kepada lembaga resmi dan tindakan 

yang diambil dalam menanggapi laporan tersebut.  

b. Kriminologi mempelajari bagaimana hukum 

pidana berkembang dan berubah dalam 

hubungannya dengan ekonomi, politik, dan 

tanggapan masyarakatnya.  

c. Kriminologi membahas secara khusus keadaan 

penjahat dibandingkan dengan yang bukan 

penjahat, misalnya mengenai seks, ras, 

kebangsaan, kedudukan ekonomi, kondisi 

kesehatan, dan jenis kelamin. 

d. Kriminologi mengkaji wilayah-wilayah tertentu 

yang dikaitkan dengan jumlah kejahatan di daerah 

tersebut, termasuk meneliti bentuk-bentuk 

kejahatan spesifik, seperti penyelundupan di 

daerah pelabuhan atau korupsi di kalangan pejabat. 

e. Kriminologi berusaha menjelaskan faktor-faktor 

penyebab kejahatan dan menuangkannya dalam 

bentuk ajaran dan teori. 

f. Kriminologi mempelajari jenis kejahatan yang 

jarang terjadi atau memiliki karakteristik khusus, 

seperti kejahatan terorganisir, kejahatan kerah 

putih, serta kejahatan modern seperti pembajakan 

pesawat, pencucian uang, dan pembobolan ATM. 
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g. Kriminologi juga mengkaji masalah-masalah yang 

berkaitan erat dengan kejahatan, seperti 

alkoholisme, narkoba, pelacuran, tunawisma, dan 

pengemis. 

h. Kriminologi mempelajari peraturan perundang-

undangan untuk menentukan apakah hukum yang 

ada sudah efektif. 

i. Kriminologi juga mempelajari lembaga-lembaga 

penegak hukum yang bertugas menangkap, 

menahan, dan menghukum pelaku kejahatan, serta 

mengevaluasi kemanfaatannya. 

j. Kriminologi meneliti setiap upaya yang dilakukan 

untuk mencegah kejahatan. 

Dengan demikian, cakupan kriminologi meliputi 

berbagai aspek yang berhubungan dengan hukum. Ini 

mencakup proses pembentukan hukum, pelanggaran 

terhadap hukum, serta respons masyarakat terhadap 

pelanggaran tersebut. Terkait hal ini, Sutherland 

menyatakan bahwa ada tiga bagian utama yang 

terfokus dalam tiga bidang ilmu, yaitu:6  

a. Sosiologi Hukum berfungsi untuk mencari 

penjelasan mengenai kondisi-kondisi yang 

menyebabkan terbentuknya hukum pidana melalui 

 
6 Ibid, 20-21 
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analisis ilmiah. Ilmu ini juga menganalisis hukum 

dari perspektif sosiologis. Topik yang dibahas 

dalam sosiologi hukum mencakup peran hukum 

dalam mewujudkan nilai-nilai sosial, kondisi 

empiris perkembangan hukum, serta peran hukum 

dalam memperbaiki nasib kelompok masyarakat 

yang lemah dan rentan secara sosial, budaya, 

politik, dan ekonomi. 

b. Etiologi Kriminal bertugas menjelaskan penyebab 

terjadinya kejahatan melalui analisis ilmiah. 

Bidang ini muncul karena ketidakpuasan para ahli 

hukum pidana atas kenyataan bahwa kejahatan 

masih terjadi meskipun hukum pidana telah 

dikembangkan untuk mencegahnya. 

c. Penologi adalah ilmu yang mempelajari 

perkembangan hukuman dan tujuannya, serta 

hubungannya dengan pengendalian kejahatan, 

baik secara preventif maupun represif. Penologi 

berfokus pada penjelasan sejarah perkembangan 

hukuman, teori-teori terkait, masalah yang 

berhubungan dengan hukuman, serta pelaksanaan 

dan konteks perkembangannya. 

3. Tujuan Kriminologi 

Secara umum, dapat dikatakan bahwa tujuan 

kriminologi adalah untuk mempelajari kejahatan dari 
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berbagai sudut pandang untuk mendapatkan 

pemahaman yang lebih baik tentang fenomena 

tersebut. Kriminologi berkembang bersama dengan 

pemikiran kritis, yang mengarah pada studi tentang 

proses pembuatan undang-undang.Tujuan kriminologi 

adalah untuk memberi petunjuk tentang bagaimana 

masyarakat dapat memberantas kejahatan dan 

menghindarinya dengan hasil yang baik. Kriminologi 

berusaha untuk mengantisipasi dan bertindak atas 

semua kebijakan di bidang hukum pidana untuk 

mencegah hasil yang merugikan bagi pelaku, korban 

dan masyarakat secara keseluruhan. Untuk digunakan 

dalam perencanaan pembangunan sosial saat ini dan di 

masa mendatang, kriminologi berusaha menjelaskan 

identitas dan alasan kriminalitas. Soerjono Soekanto 

menyatakan bahwa tujuan kriminologi adalah untuk 

menciptakan kesatuan dasar-dasar umum dan terinci 

serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses 

hukum, kejahatan, dan reaksi terhadap kejahatan.7   

Tujuan Kriminologi menurut Soerjono Soekanto, 

yaitu: 

a. Mempelajari perilaku manusia dan lembaga 

sosial masyarakat yang berdampak pada 

 
7 Ibid,14-15 



30 
 

 
 

kecenderungan dan penyimpangan dari standar 

hukum; 

b. Mencari cara yang lebih baik untuk 

menggunakan pemahaman ini untuk menerapkan 

kebijakan sosial yang dapat menghentikan atau 

mengurangi kejahatan. 

4. Teori Asosiasi Diferensial dan Teori Anomi 

a. Teori Asosiasi Diferensial 

Edwin H Suterland merupakan orang yang 

pertama kali mengemukanan Differential 

Association Theory atau biasa disebut teori 

Asosiasi Diferensial. Menurut Gabriel Tarde, 

kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil 

dari meniru kejahatan yang ada dalam masyarakat. 

Namun, Edwin H. Sutherland berpendapat bahwa 

perilaku kriminal yang mencakup teknik 

kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan 

rasionalisasi yang nyaman dipelajari melalui 

interaksi dengan individu yang melanggar norma 

masyarakat, termasuk hukum.8 Teori Asosiasi 

Diferensial didasarkan pada tiga teori, yaitu 

Ecological and Cultural Transmission Theory, 

 
8 Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, Buku Ajar Hukum dan Kriminologi, 
Universitas Nusantara PGRI Kediri, vol. 01 (Lampung: CV Anugerah Utama 
Raharja, 2017), 124 
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Symbolic Interactionism dan culture conflict 

theory. Dari dampak teori yang disebutkan di atas, 

dapat disimpulkan bahwa munculnya teori 

asosiasi diferensial didasarkan pada: 

a) Keyakinan bahwa setiap individu akan 

mengadopsi dan mengakui pola perilaku yang 

dapat mereka terapkan.  

b) Persepsi bahwa ketidakmampuan untuk 

mengikuti pola perilaku dapat menghasilkan 

inkonsistensi dan ketidakharmonisan.  

c)  Pengakuan bahwa konflik budaya 

memainkan peran utama dalam menjelaskan 

kejahatan. 

Sutherland memperkenalkan teori tersebut 

dalam dua versi, yaitu yang pertama pada tahun 

1939 dan yang terbaru pada tahun 1947. Versi 

pertama teori tersebut terdapat dalam edisi 

Criminal Behavior, yang berfokus pada konflik 

budaya, disorganisasi sosial, serta asosiasi 

diferensial. Namun, pada akhirnya Sutherland 

tidak memfokuskan lagi perhatiannya pada 

perilaku kriminal yang sistematis, melainkan 

membatasi pembahasannya pada konflik budaya. 

Sutherland tidak pernah mengatakan, “More 

association with criminalis would cause criminal 
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behavior” dalam versi awal, ia mendefinisikan 

Asosiasi Diferensial sebagai “the contents of the 

patterns presented in association would differ 

from would differ from individual to individual.” 9 

Teori Asosiasi Diferensial yang diajukan oleh 

Sutherland ini memiliki sembilan premis sebagai 

berikut:10 

a) Perilaku kriminal diperoleh melalui proses 

pembelajaran. 

b) Perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi 

dengan orang lain melalui komunikasi. 

c) Bagian penting dari pembelajaran perilaku 

kriminal terjadi dalam kelompok yang erat. 

d) Pembelajaran perilaku kriminal mencakup 

teknik melakukan kejahatan serta motivasi 

atau alasan pembenaran. 

e) Motivasi ini diperoleh dari pemahaman 

terhadap hukum: apakah seseorang 

mendukung atau menolak aturan tersebut. 

f) Seseorang menjadi delinkuen karena 

cenderung lebih memilih melanggar aturan 

daripada mematuhinya. 

 
9 Aulia Andika dan Muhammad Ibnu, Analisis Kriminologi Tindakan Brutal Geng 
Motor Berdasarkan Teori Asosiasi Diferensial, Jurnal Restorative, Vol 2, No 1 
2024, 35 
10 Ibid, 36 
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g) Asosiasi diferensial bervariasi berdasarkan 

frekuensi, durasi, waktu, prioritas, dan 

intensitas. 

h) Proses pembelajaran perilaku kriminal 

melalui interaksi dengan pola perilaku 

kriminal dan antikriminal melibatkan semua 

mekanisme yang ada dalam proses 

pembelajaran. 

i) Meskipun perilaku kriminal mencerminkan 

kebutuhan umum dan nilai-nilai, perilaku ini 

tidak bisa dijelaskan semata-mata oleh 

kebutuhan dan nilai tersebut, karena perilaku 

nonkriminal juga mencerminkan kebutuhan 

dan nilai yang sama (Sutherland, 1978: 80-

82). 

b. Teori Anomi 

Teori Anomie dari Robert K. Merton awalnya 

menggambarkan hubungan antara perilaku 

delinkuen dan tahapan tertentu dalam struktur 

sosial yang memicu, menciptakan, serta 

mengembangkan kondisi yang mendorong 

pelanggaran norma-norma masyarakat sebagai 

bentuk reaksi yang wajar. Dalam teori ini, terdapat 

dua elemen utama perilaku delinkuen, yaitu 

elemen yang berasal dari struktur sosial dan 
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elemen kultural. Secara nyata, unsur kultural 

menghasilkan goals (tujuan), sementara unsur 

struktural menghasilkan means (cara atau sarana). 

Secara sederhana, goals mengacu pada tujuan-

tujuan dan kepentingan yang dibudayakan, 

mencakup aspirasi dasar manusia. Sedangkan 

means mengacu pada aturan dan metode yang 

dilembagakan dan diterima sebagai cara untuk 

mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, Robert 

K. Merton membagi norma sosial ke dalam dua 

bagian, yaitu tujuan sosial (societal goals) dan 

sarana yang tersedia (acceptable means) untuk 

mencapainya. Seiring waktu, pengertian anomie 

mengalami perubahan dengan munculnya 

pembagian ini.11 

Dalam mencapai tujuan, tidak semua orang 

menggunakan sarana-sarana yang tersedia; ada 

yang memilih cara-cara yang tidak sesuai dengan 

aturan yang telah ditetapkan (illegitimate means). 

Hal ini, menurut Robert K. Merton, terjadi karena 

struktur sosial yang terbagi ke dalam kelas-kelas, 

yang menyebabkan adanya perbedaan kesempatan 

dalam mencapai tujuan. Misalnya, mereka yang 

 
11 Beby Suryani, kriminologi (Sumatera Utara: Universitas Medan Area Press, 
2023), 166 
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berasal dari kelas rendah memiliki peluang yang 

lebih kecil untuk mencapai tujuan dibandingkan 

dengan mereka dari kelas atas. Robert K. Merton 

mengidentifikasi lima cara bagaimana anggota 

masyarakat mengatasi anomie, yang terkait 

dengan tujuan yang membudaya (goals) dan 

sarana yang dilembagakan (means), lima cara 

tersebut, yaitu:12 

a) Conformity (konformitas) adalah kondisi di 

mana anggota masyarakat tetap menerima 

tujuan dan sarana-sarana yang ada dalam 

masyarakat karena adanya tekanan moral. 

b) Innovation (inovasi) adalah situasi di mana 

tujuan masyarakat diakui dan dijaga, tetapi 

cara-cara yang digunakan untuk mencapainya 

diubah. 

c) Ritualism (ritualisme) menggambarkan 

keadaan di mana individu menolak tujuan 

yang telah ditetapkan, namun tetap mematuhi 

cara-cara yang telah ditentukan. 

d) Retreatism (penarikan diri) adalah kondisi di 

mana anggota masyarakat menolak baik 

tujuan maupun sarana yang telah disediakan. 

 
12 Ibid, 167 
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e) Rebellion (pemberontakan) menggambarkan 

situasi di mana tujuan dan sarana yang ada 

dalam masyarakat ditolak, dan ada upaya 

untuk mengganti atau mengubahnya secara 

keseluruhan. 

Berdasarkan skema penyesuaian diri yang 

dikemukakan oleh Robert K.  Merton, inovasi, 

ritualisme, penarikan diri, dan pemberontakan 

dianggap sebagai bentuk penyesuaian diri yang 

menyimpang dari norma-norma yang berlaku. 

Oleh karena itu, kegagalan dalam beradaptasi 

dengan struktur sosial menjadi inti dari teori 

Merton. Fokus dari Teori Anomie adalah pada 

masalah akses terhadap sarana-sarana yang sah 

untuk mencapai tujuan.13 

 

B. Tinjauan Teoretik tentang Fiqh Jinayah 

1. Pengertian Fiqh Jinayah 

Secara bahasa, istilah fiqh jināyāt kata jināyah 

 yang secara ,(جنى) berasal dari kata janā (جناية)

etimologi berarti berbuat dosa atau melakukan 

kesalahan. Oleh karena itu, jināyah mengacu pada 

perbuatan dosa atau tindakan yang salah. Dalam hukum 

 
13 Ibid, 168 
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positif, kata “jināyah” didefinisikan sebagai delik atau 

tindak pidana, seperti yang dinyatakan dalam Audah 

bahwa Jināyah adalah tindakan yang dilarang oleh 

syariat, yang dapat mencakup pelanggaran terhadap 

nyawa, harta benda, atau hal-hal lainnya. Selain itu 

Sayyid al-Sabiq mendefinisikan  jinayah dalam hukum 

syara merupakan semua tindakan yang sudah dilarang 

oleh hukum syara untuk dilakukan. Maksud dari 

perbuatan yang dilarang adalah semua perbuatan yang 

dilarang oleh hukum syari’at Islam dan wajib dijauhi. 

Wajib dijauhi karena perbuatan tersebut memberikan 

efek bahaya yang nyata bagi agama, jiwa, akal, harga 

diri dan harta benda.14  

Pendapat lain dari sebagian ahli fuqaha 

menerjemahkan istilah jinayah merupakan kata yang 

diperuntukkan untuk perbuatan kejahatan yang 

berkaitan dengan jiwa atau anggota tubuh, seperti 

membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan 

lain-lain.  Maka dari itu, istilah fiqh jinayah sama 

dengan hukum pidana islam. Pendapat tersebut 

dipertegas oleh Haliman, hukum pidana islam 

merupakan aturan-aturan hukum syara’ yang melarang 

untuk melakukan atau tidak melakukan.15  

 
14 Rokhmadi,Hukum Pidana Islam, (Semarang:Fatawa Publishing, 2022), 1 
15 Ibid, 2 
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2. Obyek Kajian Fiqh Jinayah dan Macamnya 

Fiqh Jinayah merupakan ilmu tentang hukum 

syara’ yang kaitannya dengan suatu perbuatan yang 

dilarang (jarimah) dan sanksi hukumannya (uqubah) 

yang diambil dari dalil terperinci. Sehingga obyek 

pembahasan dari fiqh jinayah ialah mengenai tindak 

pidana (jarimah) dan hukumannya (uqubah). Jarimah 

merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum syara’ 

yang siapapun yang melanggar akan diberi ancaman 

berupa hukuman had atau ta’zir oleh Allah. Sedangkan 

menurut Abdul Qadir Audah hukuman atau uqubah 

merupakan pemberian sanksi yang ditetapkan untuk 

kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran 

terhadap ketentuan hukum syara’.16 

Macam-macam jarimah, yaitu: 

a) Jarimah Hudud  

Jarīmah hudūd adalah kejahatan yang diancam 

dengan hukuman hadd, yaitu hukuman yang sudah 

ditetapkan secara jelas dan pasti baik dalam jenis 

maupun jumlahnya. Hukuman ini bersifat tetap, 

tidak bisa dihapus atau diubah, dan merupakan hak 

Allah karena terkait dengan kepentingan masyarakat 

secara umum. Dari pengertian tersebut dapat 

 
16 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta:Sinar Grafika,2019),  ix-
x 
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diketahui bahwa ciri khas dari jarimah hudud, yaitu 

pertama, hukumannya telah ditentukan oleh syara’. 

Kedua, hukuman tersebut merupakan hak Allah, 

apabila ada hak manusia di samping hak Allah maka 

hak Allah yang dominan.17 Macam-macam jarimah 

hudud, yakni: 

1) Jarimah Zina (berbuat zina) 

2) Jarimah Qadzaf (menuduh melakukan zina) 

3) Jarimah Syurb Al-Khamr (meminum minuman 

keras) 

4) Jarimah Sirqah (pencurian) 

5) Jarimah Hirabah (perampokan) 

6) Jarimah Riddah (murtad) 

7) Jarimah Al-Bagyu (pemberontakan) 

b) Jarimah Qisas dan Diyat 

Jarīmah Qisas-Diyat adalah kejahatan yang 

diancam dengan hukuman qisas (hukuman yang 

sepadan) dan diyat (denda atau ganti rugi) yang 

batasannya telah ditentukan, namun tergolong 

sebagai hak manusia (perorangan). Dalam hal ini, 

korban atau keluarganya memiliki hak untuk 

memaafkan pelaku, sehingga hukuman qisas atau 

diyat bisa dihapus sepenuhnya. Namun, meskipun 

 
17 Rokhmadi,Hukum Pidana Islam, (Semarang:Fatawa Publishing, 2022), 5 
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pelaku dimaafkan oleh korban atau keluarganya, 

pemerintah tetap berwenang memberikan hukuman 

ta'zīr (hukuman yang sanksinya diserahkan kepada 

pemerintah, yakni hakim).18 Macam-macam jarimah 

qisas-diyat, yakni: 

1) Al-Qatl Al-‘Amd (pembunuhan sengaja) 

2) Al-Qatl Syibh Al-Amd (pembunuhan menyerupai 

sengaja) 

3) Al-Qatl Al-Khata’ (pembunuhan tidak sengaja) 

4) Al-Jarh Al‘Amd (penganiayaan sengaja) 

5) Al-Jarh Al-Khata (penganiayaan tidak sengaja) 

c) Jarimah Ta’zir 

Jarīmah Ta'zīr adalah kejahatan yang dikenai satu 

atau beberapa hukuman ta'zīr, yaitu hukuman yang 

bersifat mendidik atau memberi pelajaran, yang tidak 

memiliki ketentuan pasti mengenai bentuk dan 

ukurannya. Penentuan hukuman ini diserahkan 

kepada kebijaksanaan penguasa atau hakim.19 Ciri 

khas dari jarimah ta’zir, yaitu: 

1) Hukuman tidak menentu, artinya hukumannya 

belum diatur oleh hukum syara’ mengenai batas 

maupun jumlahnya; 

 
18 Ibid, 6 
19 Ibid, 7 
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2) Pemberian sanksinya merupakan hak penguasa, 

yakni hakim. 

Berdasarkan pembagian jarīmah menurut ‘Audah, 

yang diperjelas oleh Abu Zahrah, kejahatan yang 

termasuk dalam jarīmah hudūd bersifat tetap dan 

pasti, artinya hukuman tersebut tidak bisa diubah 

atau dinegosiasikan karena dianggap sebagai hak 

Allah. Sementara itu, jarīmah qisas-diyat, yang 

tergolong sebagai hak manusia, hukuman qisas-nya 

dapat diganti dengan diyat (denda atau ganti rugi), 

atau bahkan dihapus sepenuhnya jika korban atau 

keluarganya memberikan maaf. Dalam jarīmah 

qisas, keluarga korban memiliki hak untuk 

memaafkan atau tidak memaafkan pelaku, sehingga 

memberi ruang bagi keadilan restoratif. Hal ini 

dikenal dengan konsep keadilan retributive-

restitutive. Sedangkan dalam jarīmah ta’zīr, 

hukuman tidak dikategorikan sebagai hak Allah, 

karena tidak ditentukan oleh syariat, melainkan oleh 

penguasa atau pemegang kebijakan.20 

3. Pengertian Risywah 

Dalam kaitannya dengan suap, fiqh jinayah 

memposisikan suap sebagai sebuah tindak pidana, 

 
20 Ibid, 7-8 
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dalam fiqh jinayah suap disebut sebagai risywah. 

Secara etimologis, pengertian risywah berasal dari 

bahasa Arab " يَشْر    وَشَرَ  " dengan masdarnya رِشْوَة. 

Huruf "ra" dalam kata ini dapat dibaca dengan kasrah, 

fathah, atau dhammah, Yang berarti upah, hadiah, 

komisi atau suap.21 Sedangkan secara istilah risywah 

menurut Abdul Muhsin Abdullah Ibn, risywah adalah 

sesuatu yang diberikan untuk mencapai keinginan 

seseorang. Para ulama juga memahami risywah 

sebagai pemberian yang digunakan sebagai alat 

bujukan untuk mencapai tujuan tertentu, khususnya 

kepada hakim atau orang yang memiliki wewenang 

dalam mengambil keputusan, agar pemberi suap 

tersebut memperoleh kepastian hukum atau hasil yang 

diinginkan. Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), 

suap (risywah) adalah pemberian yang diserahkan oleh 

seseorang kepada pihak lain, terutama pejabat, dengan 

tujuan meloloskan perbuatan yang tidak benar 

menurut syariah atau membatalkan perbuatan yang 

sah.22 Dari berbagai definisi yang telah disebutkan di 

atas, dapat disimpulkan bahwa risywah secara 

 
21 Ahmad Jurin Harahap,Risywah Dalam Perspektif Hadist, Jurnal Ilmu Hadist 2, 

2018, 111 
22Haryono,Risywah (suap-menyuap) dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam 
Pandangan Hukum Islam, Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 
432 
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terminologis adalah suatu pemberian, baik berupa 

harta maupun benda lainnya, kepada seseorang yang 

memiliki jabatan atau wewenang, dengan tujuan untuk 

melegalkan yang batil dan membatalkan yang benar, 

atau memperoleh keuntungan melalui cara yang tidak 

sah. 

4. Unsur-unsur Risywah 

a. Penerima suap (Al-Murtasyi) 

Penerima suap (Al-murtasyi) adalah orang yang 

menerima sesuatu dari pihak lain, baik dalam 

bentuk harta, uang, atau jasa, dengan tujuan 

memenuhi permintaan si pemberi suap, meskipun 

hal tersebut tidak diperbolehkan menurut syariat. 

Ini bisa berupa tindakan aktif atau bahkan diam 

saja. Biasanya, penerima suap adalah pejabat yang 

memiliki keterkaitan dengan masalah yang 

dihadapi oleh si pemberi suap. Namun, tidak 

menutup kemungkinan penerima suap bisa bukan 

pejabat, seperti teman atau orang lain yang 

berstatus lebih rendah. Misalnya, seseorang 

menyuap temannya agar tidak melaporkan bahwa 

ia bolos sekolah, atau seorang calon dalam pemilu 
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memberikan uang kepada masyarakat biasa agar 

mereka bersedia memilihnya.23  

b. Pemberi suap (Al-Rasyi) 

Pemberi suap (Al-rasyi) adalah orang yang 

memberikan harta, uang, atau jasa dengan tujuan 

mencapai keinginannya. Biasanya, pemberi suap 

ini memiliki kepentingan tertentu terhadap 

penerima suap, seperti terkait masalah hukum, 

pemenangan pemilu, dan sebagainya. Mereka 

melakukan tindakan suap karena ingin 

memastikan kemenangan atau keberhasilan, 

sehingga seringkali bersedia menempuh segala 

cara untuk mencapainya.24  

c. Suapan (harta atau benda yang diberikan) 

Harta yang dijadikan sebagai objek suap sangat 

beragam, mulai dari uang, mobil, rumah, motor, 

dan berbagai bentuk benda lainnya. 

5. Hukum Risywah 

Baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, 

risywah secara umum dilarang (haram). Dalam hukum 

positif, risywah dilarang karena dapat merugikan 

orang lain dan termasuk dalam kategori tindak pidana 

 
23 Wawan Trans Pujianto,Risywah Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Hukum 
dan Ekonomi Syariah, Vol. 03, 2015, 270 
24 Ibid, 270 
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korupsi. Meskipun korupsi tidak hanya terbatas pada 

tindakan risywah, tetapi juga mencakup 

penyalahgunaan wewenang secara umum, baik yang 

melibatkan unsur suap maupun tidak. Dalam Islam, 

larangan risywah didasarkan pada Al-Qur'an dan 

Hadits. Hukum risywah menurut Islam adalah haram, 

dan tidak hanya hartanya yang tercela, tetapi juga 

perantara, pemberi, dan penerima risywah mendapat 

laknat dari Rasulullah SAW, sebagaimana ditegaskan 

dalam dalil-dalil yang menjelaskan keharaman 

risywah.25  

Berikut dalil-dalil mengenai risywah: 

a. Al-Qur’an  

لَكُم تََْكُلُواا۟  وَلَ  إِلََ  بِِاَا  وَتدُْلُوا۟  بٱِلْبَٓطِلِ  بَ يْ نَكُم أمَْوَٓ  

لِ  مِ نْ  فَريِق ا لتَِأْكُلُوا۟  ٱلْْكَُّامِ  ثِْْ  ٱلنَّاسِ  أمَْوَٓ وَأنَتُمْ  بٱِلِْْ  

 تَ عْلَمُونَ 

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta 

sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan 

yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) 
harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan 

sebahagian daripada harta benda orang lain itu 

dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu 
mengetahui. (QS. Al-Baqarah Ayat 188) 

 
25 Ibid, 271 
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b. Hadist 

عَلَيْهِ  اللُ  صَلَّى اللِ  رَسُوْلُ  لَعَنَ : قَالَ  ثَ وْبَِنَ  وَعَنْ   

و أحمد رواه)  وَالرَّائِشَ  وَالْمُرْتَشِيَ  الرَّاشِيَ  وَسَلَّمَ   

 )الْاكم

“Dari tsauban berkata: Rasulullah saw melaknat 

orang yang menyuap, yang disuap, dan perantara 
suapan, yakni orang yang memberikan jalan atas 

keduanya” (HR. Ahmad dan Hakim)26 

6. Macam-macam Risywah 

a. Risywah digunakan untuk meniadakan kebenaran atau 

membenarkan sesuatu yang salah. 

Risywah (suap) yang digunakan untuk meniadakan 

kebenaran atau membenarkan yang salah merupakan 

tindakan yang sangat merugikan orang lain dan termasuk 

dosa. Hal ini karena kebenaran itu abadi, sedangkan 

kebatilan akan sirna. Artinya, sesuatu yang benar adalah 

kebenaran hakiki, sementara yang batil merupakan 

bentuk dosa. Praktik suap ini diharamkan karena 

menyebabkan pihak yang seharusnya menang menjadi 

kalah, dan sebaliknya, pihak yang seharusnya kalah 

justru dimenangkan. 

 
26 Ibid, 272 
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b. Risywah yang digunakan untuk mempertahankan 

kebenaran atau mencegah kezaliman. 

Risywah yang dilakukan untuk mempertahankan 

kebenaran atau mencegah kezaliman seringkali dianggap 

sebagai jalan yang terpaksa diambil. Salah satu alasan 

seseorang melakukan suap adalah untuk menegakkan 

kebenaran atau menghindari ketidakadilan. Dalam situasi 

seperti ini, dosa ditimpakan kepada penerima suap, 

bukan pemberinya. Para ulama sepakat bahwa risywah 

dalam konteks ini diperbolehkan, karena dilakukan demi 

kebaikan dan untuk memperjuangkan hak yang 

seharusnya diterima oleh pemberi suap. Hal ini 

didasarkan pada kisah Ibnu Mas'ud ketika di Habasyah, 

di mana ia dihadang oleh orang tak dikenal dan 

memberinya dua dinar agar bisa melanjutkan 

perjalanannya. 

c. Risywah untuk memperoleh jabatan atau pekerjaan 

Risywah untuk memperoleh jabatan atau pekerjaan 

terjadi ketika seseorang yang seharusnya mendapatkan 

posisi tersebut berdasarkan kemampuan atau keahlian, 

justru menggunakan cara yang tidak benar. Salah satu 

cara yang digunakan adalah dengan memberi suap 

kepada pihak terkait atau pejabat tertentu, dengan tujuan 
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untuk mendapatkan promosi jabatan atau memperoleh 

pekerjaan.27 

7. Hal yang Serupa dengan Risywah 

a. Hadiah  

Hadiah adalah pemberian yang diberikan kepada 

seseorang sebagai bentuk penghargaan atau sebagai 

tanda kehormatan. Perbedaan antara hadiah dan 

risywah terletak pada tujuannya. Risywah diberikan 

untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, 

sementara hadiah diberikan dengan tulus sebagai 

tanda penghargaan dan kasih sayang. Hadiah adalah 

sesuatu yang diberikan tanpa mengharapkan balasan 

atau bantuan dari penerima. Dari pengertian ini, 

jelas bahwa hadiah bebas dari unsur risywah. 

Namun, dalam situasi tertentu, hadiah bisa dianggap 

sebagai risywah jika diberikan kepada pejabat atau 

orang yang memiliki kekuasaan. Hal ini 

dikhawatirkan karena hadiah tersebut mungkin 

digunakan untuk memanfaatkan jabatan atau 

kekuasaan penerima, terutama jika pemberi hadiah 

memiliki kepentingan khusus terkait dengan 

kedudukan penerima. 

b. Hibah 

 
27 Ibid, 272-274 
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Hibah adalah pemberian yang diberikan kepada 

seseorang tanpa mengharapkan imbalan atau 

memiliki tujuan tertentu. Perbedaannya dengan 

risywah terletak pada motifnya. Pemberi suap (Ar-

Raasyi) memberikan sesuatu karena ada maksud dan 

kepentingan tertentu, sedangkan pemberi hibah (Al-

Waahib) memberikan sesuatu secara tulus tanpa 

tujuan atau kepentingan tertentu. 

c. Shadaqah 

Shadaqah adalah pemberian yang diberikan kepada 

seseorang dengan tujuan mengharapkan keridhaan 

dan pahala dari Allah Swt, seperti halnya zakat atau 

infaq. Perbedaannya dengan risywah adalah bahwa 

orang yang bersedekah memberikan sesuatu semata-

mata untuk mendapatkan pahala dan keridhaan 

Allah, tanpa adanya motivasi untuk memperoleh 

keuntungan duniawi dari pemberian tersebut.28 

 

C. Tinjauan Teoretik tentang Match Fixing 

1. Pengertian Match Fixing 

Pengaturan skor atau yang biasa disebut dengan 

match fixing, merupakan manipulasi hasil 

pertandingan atau match manipulation untuk 

 
28 Ibid, 274-275 
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menghilangkan ketidakpastian dalam hasil 

pertandingan, dengan kata lain, hasil pertandingan 

sudah ditentukan sebelumnya. Kejahatan ini sering 

terjadi di berbagai cabang olahraga. Praktik 

pengaturan skor tidak hanya terjadi di dalam negeri, 

tetapi juga di luar negeri. Motif di balik pengaturan 

skor biasanya untuk memperoleh keuntungan, baik 

berupa keuntungan finansial maupun keuntungan 

lainnya. Pengaturan skor merupakan tindakan yang 

mengubah atau mengubah jalannya pertandingan atau 

kompetisi sepakbola dengan cara apapun untuk 

mendapatkan keuntungan finansial, keuntungan dalam 

olahraga, atau untuk tujuan lain yang bertentangan 

dengan etika olahraga dan prinsip sportifitas. PSSI 

melarang tindakan pengaturan pertandingan yang 

dilakukan secara disengaja oleh pihak-pihak tertentu 

yang melanggar hukum dengan tujuan mendapatkan 

keuntungan secara pribadi maupun kelompok. Match 

fixing merupakan kejahatan yang mempengaruhi atau 

mengubah jalannya pertandingan dengan cara apapun 

agar mendapat keuntungan finansial, keutungan dalam 
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laga pertandingan ataupun untuk tujuan yang 

menyalahi aturan kode etik olahraga (fair play).29 

2. Kategori Match Fixing 

Macth Fixing menurut FIFA disebut sebagai 

Match Manipulation,yaitu  tindakan yang melanggar 

hukum, baik secara langsung maupun melalui 

tindakan atau kelalaian, terhadap proses pertandingan, 

hasil, atau aspek lain dari suatu pertandingan atau 

kompetisi sepak bola. Manipulasi ini dapat terjadi 

karena berbagai alasan, dengan yang paling umum 

adalah keuntungan dalam lompetisi dan keuntungan 

finansial.30 Match fixing, atau yang lebih dikenal 

sebagai pengaturan skor, adalah manipulasi 

pertandingan yang hasil akhirnya telah diatur 

sebelumnya, baik sebagian dari pertandingan atau 

keseluruhan. Fokus utama dari pengaturan skor ini 

adalah pada hasil akhir pertandingan. Di Indonesia, 

federasi sepak bola membagi pengaturan skor ini ke 

dalam tiga kategori, yaitu:31 

 
29 Aguk Nugroho,Match Fixing Pertandingan Sepak Bola Dalam Perspektif 
Hukum Pidana, Innovative Journal Of Social Science Research, Volume 4, 2024,  

7509 
30Inside FIFA, Manipulasi Pertandingan, Diakses pada 02 November 2024 
melalui https://inside.fifa.com/legal/integrity/match-manipulation 
31 Ibid, 7510 
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a. Match Fixing: Merupakan jenis pengaturan hasil 

akhir secara konvensional, di mana sebuah tim 

atau atlet individu dibayar untuk sengaja kalah. 

b. Spot Fixing: Jenis pengaturan pertandingan yang 

dilakukan pada momen-momen tertentu selama 

pertandingan (contohnya, tendangan sudut dalam 

sepak bola) yang tidak selalu memengaruhi hasil 

akhir pertandingan. 

c. Point Shaving: Bentuk pengaturan hasil 

pertandingan, tetapi bukan hasil akhirnya, di mana 

pemain dibayar untuk memastikan timnya tidak 

mengalahkan lawan dengan selisih lebih dari 10 

gol. 

3. Hukuman terhadap Match Fixing 

Dalam beberapa tahun terakhir, dunia sepak bola, 

khususnya di Indonesia, telah diwarnai oleh berbagai 

kasus yang mencoreng citra olahraga ini. Salah satu 

masalah utamanya adalah maraknya kasus pengaturan 

skor atau match fixing, di mana klub sepak bola 

bekerja sama dengan wasit atau pihak eksternal, yang 

sering disebut mafia sepak bola. Menurut FIFA, match 

fixing adalah tindakan mengatur hasil pertandingan 

sepak bola dengan tujuan mendapatkan keuntungan, 

baik materi maupun non-materi, yang diinginkan oleh 

individu atau kelompok tertentu, baik di tingkat 
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nasional maupun internasional. Pelaku pengaturan 

skor biasanya bertindak demi kepentingan pribadi 

untuk meraih keuntungan finansial, yang bertentangan 

dengan etika olahraga dan nilai sportivitas yang 

seharusnya dijunjung tinggi dalam sepak bola.32 

Perbuatan match fixing ini dapat dijatuhi hukuman, 

yaitu: 

a. Menurut Kode Disiplin PSSI 2023 Bagian 

Kesepuluh Pasal 72 Manipulasi Hasil 

Pertandingan Secara Illegal33 

1) “Siapapun yang berkonspirasi mengubah hasil 

pertandingan yang berlawanan dengan etik 

keolahragaan dan asas sportivitas dengan cara 

apapun dikenakan sanksi berupa sanksi skors, 

sanksi denda minimal sekurang-kurangnya Rp 

250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta 

rupiah) dan sanksi larangan ikut serta dalam 

aktivitas sepak bola seumur hidup” 

2) “Perangkat pertandingan yang melakukan atau 

ikut serta melakukan konspirasi mengubah 

hasil pertandingan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) di atas, dijatuhi sanksi dengan (i) sanksi 

 
32 Ibid, 7510 
33Kode Disiplin PSSI 2023, Diakses pada 14 Oktober 2024 melalui 
https://www.pssi.org/about/knowledge-center/download/171 
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denda sekurang-kurangnya Rp 350.000.000,-

(tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan (ii) 

sanksi larangan ikut serta dalam aktivitas sepak 

bola seumur hidup” 

3) “Pemain yang ikut serta melakukan konspirasi 

mengubah hasil pertandingan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) di atas, dijatuhi sanksi 

dengan (i) sanksi denda sekurang-kurangnya 

Rp 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta 

rupiah) dan (ii) sanksi larangan ikut serta dalam 

aktivitas sepak bola seumur hidup” 

4) “Official atau pengurus yang melakukan atau 

ikut serta melakukan konspirasi mengubah 

hasil pertandingan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) di atas, dijatuhi sanksi dengan (i) sanksi 

denda sekurang-kurangnya Rp 300.000.000,-

(tiga ratus juta rupiah) dan (ii) sanksi larangan 

ikut serta dalam aktivitas sepak bola seumur 

hidup” 

5) “Klub atau badan yang terbukti secara 

sistematis (contoh: pelanggaran dilakukan atas 

perintah atau dengan sepengetahuan pimpinan 

klub, dilakukan secara bersama-sama oleh 

beberapa anggota dari klub atau badan tersebut) 

melakukan konspirasi mengubah hasil 
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pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diatas, dijatuhi sanksi dengan (i) sanksi 

denda sekurang-kurangnya Rp500.000.000 

(lima ratus juta rupiah) dan (ii) sanksi 

degradasi,dan (iii) pengembalian penghargaan” 

b. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 

Pengaturan skor yang melibatkan keuntungan 

materi maupun non-materi memiliki keterkaitan 

yang erat dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Pasal 2 

dan 3 tersebut menyebutkan bahwa:34 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980: 

“Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu 

kepada seseorang dengan maksud untuk 

membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau 

tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang 

berlawanan dengan kewenangan atau 

kewajibannya yang menyangkut kepentingan 

umum, dipidana karena memberi suap dengan 

pidana penjara selamalamanya 5 (lima) tahun dan 

denda sebanyak-banyaknya Rp 15.000.000,-(lima 

belas juta rupiah)" 

 
34 UU Nomor 11 Tahun 1980, Diakses pada 14 Oktober 2024 melalui 
https://peraturan.bpk.go.id/Download/36010/UU%20Nomor%2011%20Tahun%
201980.pdf 
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Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980: 

“Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, 

sedangkan ia mengetahui atau patut dapat 

menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu 

dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak 

berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan 

dengan kewenangan atau kewajibannya yang 

menyangkut kepentingan umum, dipidana karena 

menerima suap dengan pidana penjara selama-

lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-

banyaknya Rp15.000.000.-(lima belas juta 

rupiah)” 

D. Tinjauan Teoretik tentang Tindak Pidana Suap 

1. Pengertian Tindak Pidana Suap 

Suap, yang juga dikenal sebagai sogokan atau 

pemberian uang pelicin, dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pemberian dalam 

bentuk uang atau uang sogok kepada pegawai negeri. 

Dalam konteks yang lebih luas, suap tidak hanya 

berbentuk uang, tetapi juga bisa berupa barang, 

potongan harga, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket 

perjalanan, fasilitas akomodasi, perjalanan wisata, 

pengobatan gratis, dan fasitilitas lainnya yang 

diberikan kepada PNS atau pejabat negara. Pemberian 
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ini dianggap memiliki keterkaitan dengan jabatan yang 

dipegang dan bertentangan dengan kewajiban atau 

tugas resmi mereka. Menurut Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, suap 

didefinisikan sebagai tindakan memberikan uang, 

barang, atau bentuk lainnya kepada penerima suap 

dengan tujuan mempengaruhi sikap penerima demi 

kepentingan si pemberi, meskipun sikap tersebut 

bertentangan dengan kewajiban penerima.35 

Sedangkan menurut Black Law Dictionary, tindak 

pidana suap disebut dengan bribery yang artinya “The 

Corrupt Payments, receipt, to request personal favors 

for official actions” atau pembayaran korup, tanda 

terima, untuk meminta bantuan pribadi untuk tindakan 

yang resmi atau yang diinginkan.36 

2. Unsur Tindak Pidana Suap 

a. Penyuap 

Penyuap adalah individu yang memberikan suap, 

yaitu orang yang menyerahkan uang, harta, atau 

jasa untuk mencapai tujuannya. Suatu tindakan 

dianggap sebagai penyuapan ketika seseorang 

memberikan sesuatu atau janji kepada pihak lain 

 
35 Pascasarjana Universitas Medan Area, Apa Itu Tindak Pidana Suap, Diakses 
pada 15 Oktober 2024 melalui https://mh.uma.ac.id/apa-itu-tindak-pidana-suap/ 
36 Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary Eighth Edition, (United State of 
America: West Publishing Co, 2004), 204 
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dengan tujuan mempengaruhi tindakan pihak 

tersebut yang berkaitan dengan posisinya atau 

jabatannya. 

b. Penerima suap 

Penerima suap adalah seseorang yang menerima 

hadiah atau janji dengan kesadaran atau dugaan 

kuat bahwa pemberian tersebut terkait dengan 

kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada 

jabatannya. Tindakan ini sebenarnya melanggar 

atau bertentangan dengan kewajibannya, karena 

hadiah atau janji tersebut diberikan berdasarkan 

hubungan dengan kekuasaan atau posisi yang ia 

miliki. 

c. Barang atau jasa yang digunakan untuk menyuap 

Dalam konteks ini, jasa, uang, atau harta diberikan 

untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan.37 

3. Sanksi Hukuman Tindak Pidana Suap 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 

“Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu 

kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk 

supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat 

sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan 

kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut 

 
37 Mohamad Nurfaizi, Penegakan Tindak Pidana Suap Menurut Ketentuan Hukum 
Pidana Nasional, Lex Crimen,Vol. X, 2021,122 



59 
 

 
 

kepentingan umum, dipidana karena memberi suap 

dengan pidana penjara selama lamanya 5 (lima) tahun 

dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,-(lima 

belas juta rupiah)”38 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 

“Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan 

ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa 

pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya 

ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam 

tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau 

kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, 

dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara 

selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-

banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah)” 

Dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana 

Suap, dijelaskan bahwa "kewenangan dan kewajiban" 

mencakup kewenangan dan kewajiban yang diatur 

oleh kode etik profesi atau ditetapkan oleh organisasi 

masing-masing. Berdasarkan Bab I penjelasan 

undang-undang tersebut, pembentukan undang-

undang ini diperlukan untuk membangun karakter 

 
38UU Nomor 11 Tahun 1980, Diakses pada 15 Oktober 2024 melalui 
https://peraturan.bpk.go.id/Download/36010/UU%20Nomor%2011%20Tahun%
201980.pdf 
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bangsa yang bersih dan kuat sesuai dengan nilai-nilai 

Pancasila. Oleh karena itu, segala bentuk suap, 

terutama yang berkaitan dengan kepentingan umum, 

perlu dilarang. Dengan demikian, Undang-Undang 

No. 11 Tahun 1980 tidak hanya mengatur pejabat 

publik, tetapi juga orang-orang yang terikat oleh kode 

etik profesi dan mereka yang memiliki kewenangan 

dalam organisasi.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
39 Ahmad Fahd Budi Suryanto, Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana 
Korupsi Suap Menyuap dan Gratifikasi di Indonesia, Jurnal Program Magister 
Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 1 Nomor 2, 2021, 594 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM KASUS TINDAK PIDANA SUAP 

MATCH FIXING SEPAK BOLA DI LIGA INDONESIA 

PADA PUTUSAN NOMOR 43/PID.SUS/2024/PN SMN DAN 

HASIL WAWANCARA 

A. Profil Pengadilan Negeri Sleman 

1. Sejarah Pengadilan 

Sebelum tahun 1972, wilayah hukum Pengadilan 

Negeri Sleman masih menjadi satu dengan wilayah 

hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang pada 

waktu itu berkantor di Jln. Trikora (sekarang menjadi 

kantor BAPAS). Lalu pada tahun 1972 Pengadilan 

Negeri Sleman awalnya berlokasi di Jalan Magelang 

Km. 5, di Dusun Kutu Tegal, Kelurahan Sinduadi, 

Kecamatan Mlati, Sleman. Pada masa itu, PN Sleman 

menempati rumah warga, yaitu rumah orang tua Bapak 

Wandi, dengan status sewa, hingga tahun 1976. Sejak 

peresmian Gedung Pengadilan Negeri Sleman pada 

tahun 1976.  

Sejak tahun 1972 hingga peresmiannya pada tahun 

1976, Pengadilan Negeri Sleman terus mengalami 

perkembangan yang menunjukkan kemajuan, 

terutama dari segi fisik bangunan. Sejak tahun 1976, 

pengadilan ini mengalami berbagai perubahan, 
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termasuk pada tahun 1978 ketika dilakukan perluasan 

gedung seluas 222 m² untuk menambah satu ruang 

sidang dan ruang Panitera Pengganti. Pada tahun 1983, 

gedung diperluas lagi dengan pembangunan satu lantai 

tambahan di sisi barat seluas 550 m², sehingga tersedia 

empat ruang sidang. Pada perkembangan fisik gedung, 

pada tahun 2007 bangunan Pengadilan Negeri Sleman 

telah disesuaikan dengan desain prototipe gedung 

peradilan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI. 

Penyempurnaan lebih lanjut dilakukan pada tahun 

anggaran 2011 dan 2012, sehingga gedung Pengadilan 

Negeri Sleman menjadi sempurna sesuai dengan 

prototipe yang ditetapkan. Wilayah hukum Pengadilan 

Negeri Sleman mencakup wilayah administratif 

Kabupaten Sleman, yang saat ini terdiri dari 17 

kecamatan dan 86 desa dengan luas 574,82 km², Selain 

berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri 

Sleman, Kabupaten Sleman juga termasuk dalam 

yurisdiksi Pengadilan Agama Sleman.1 

2. Tugas Pokok dan Fungsi 

Pengadilan Negeri Sleman (PN Sleman) 

merupakan pelaksana Kekuasaan Kehakiman 

 
1 Pengadilan Negeri Sleman, Sejarah Pengadilan, Diakses pada 03 November 
2024 melalui https://pn-sleman.go.id/sejarah-pengadilan/ 
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pada tingkat pertama yang bertugas 

menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan 

hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Tugas 

utamanya meliputi menerima, memeriksa, 

mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara 

yang diajukan kepadanya, serta melaksanakan 

tugas lain yang diberikan sesuai peraturan 

perundang-undangan. Selain tugas pokoknya, PN 

Sleman juga memiliki tugas dan wewenang 

tambahan berdasarkan undang-undang, termasuk 

memberikan keterangan, pertimbangan, dan 

nasihat hukum kepada lembaga negara di wilayah 

hukumnya, apabila diminta. PN Sleman 

bertanggung jawab untuk memeriksa, 

memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara 

yang disampaikan sesuai kewenangannya sebagai 

pengadilan tingkat pertama.2 

3. Visi dan Misi Pengadilan 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan sejalan 

dengan visi Mahkamah Agung RI, yakni 

 
2 Pengadilan Negeri Sleman, Tugas Pokok dan Fungsi, Diakses pada 03 
November 2024 melalui https://pn-sleman.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/ 
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“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang 

Agung”, Pengadilan Negeri Sleman memiliki visi dan 

misi, yakni: 

Visi 

Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung 

“Khususnya” Pengadilan Negeri Sleman 

Misi 

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan 

“Khususnya” Pengadilan Negeri Sleman 

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan 

kepada pencari keadilan “Khususnya” Pengadilan 

Negeri Sleman3 

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan 

peradilan “Khususnya” Pengadilan Negeri Sleman 

4. Meningkatkan kredibiltas dan transparansi badan 

peradilan “Khususnya” Pengadilan Negeri Sleman 

B. Gambaran Umum Kasus Suap Putusan Nomor 

43/Pid.Sus/2024/PN Smn 

1. Kronologi Kasus 

Bahwa bermula sekira bulan November 2017, 

saksi DRN yang menjabat sebagai manajer PSS Sleman 

berkenalan dengan terdakwa VW melalui GASN 

 
3 Pengadilan Negeri Sleman, Visi dan Misi, Diakses pada 03 November 2024 
melalui https://pn-sleman.go.id/222-2/ 
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(DPO) dimana dalam perkenalan tersebut terdakwa 

VW mengaku bisa mengatur segalanya dalam 

pertandingan Liga Indonesia. Bahwa selanjutnya sekira 

bulan Desember 2017, saksi DRN diminta oleh 

terdakwa VW untuk menyiapkan dana dengan 

mengatakan “PSS Sleman akan selalu dikerjai disetiap 

pertandingan karena beberapa pengurus PSSI tidak 

suka dengan PSS Sleman, tidak mungkin naik ke liga 1 

dan PSS Sleman akan didegradasikan”. Kemudian 

terdakwa VW menyuruh saksi DRN dan Manajemen 

PSS Sleman untuk mengikuti permintaan tersebut agar 

tidak dikerjai orang orang PSSI, selanjutnya saksi DRN 

melaporkan hal tersebut kepada sdr AR (dilakukan 

penuntutan terpisah) selaku manajer operasional dan 

disetujui sdr AR. 

Pada hari Senin, 5 November 2018, sehari sebelum 

pertandingan, di kamar 517 Hotel Satoria Yogyakarta, 

saksi MRP dan saksi KN, yang bertugas sebagai 

perangkat pertandingan, dikunjungi oleh saksi KO, 

saksi DRN, terdakwa VW, dan GASN (DPO). Setelah 

berada di kamar 517, terdakwa VW meminta saksi KN 

untuk memanggil saksi AS dan saksi RI agar mereka 

semua dapat berkumpul di kamar tersebut. Saksi KN 

kemudian menghubungi saksi AS dan saksi RI, 

mengatakan, "Ada tamu di kamar, ayo bergabung ke 
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kamar kami." Bahwa kemudian saksi AS dan saksi RI 

bergabung di kamar 517. Selanjutnya terdakwa VW 

mengenalkan diri kepada saksi AS, saksi RI, saksi MRP 

dan saksi KN dan mengatakan “saya VW, ini KO 

sebagai LO, ini DRN wakil manager PSS Sleman, saya 

mohon besok PSS Sleman jangan dirugikan, tolong 

dibantu agar menang, nanti adalah buat kalian”. Setelah 

menyampaikan permintaan tersebut, saksi DRN, saksi 

KO, terdakwa VW dan GASN (DPO) keluar dari kamar 

517. 

Menanggapi pernyataan terdakwa VW, dalam 

pertandingan antara PSS Sleman dan Madura FC yang 

berlangsung pada 6 November 2018 di Stadion 

Maguwoharjo, Sleman, pukul 15.30 WIB, saksi MRP 

bertugas sebagai wasit tengah, saksi KN sebagai asisten 

wasit 1, saksi AS sebagai wasit cadangan, dan saksi RI 

sebagai asisten wasit 2. Mereka tidak menjalankan 

tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik atau 

secara profesional, karena beberapa kali memberikan 

keuntungan kepada tim tuan rumah, PSS Sleman. 

Bahwa setelah pertandingan selesai yang dimenangkan 

oleh Klub PSS Sleman dengan skor 1:0, para wasit 

kembali ke Hotel Satoria Yogyakarta. Setelah itu, sdr 

AR meminta saksi PP selaku general affair/bagian 

perlengkapan PT PSS untuk menyisihkan uang sebesar 
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Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari hasil 

penjualan tiket pertandingan. 

Bahwa selanjutnya GASN (DPO) mengambil uang 

tersebut ke Klub PSS Sleman, lalu sekira Pukul 21.00 

WIB GASN (DPO) bertemu dengan saksi KO di Loby 

Hotel Satoria, mengatakan ingin menemui wasit untuk 

menyerahkan titipan uang. Saksi KN dan GASN (DPO) 

datang ke kamar para wasit, selanjutnya saksi KO 

meminta saksi KN untuk memanggil yang lain. Setelah 

semua berkumpul, saksi Kartiko mengatakan, "Ini ada 

titipan dari Bos Sleman," kemudian GASN (DPO) 

meletakkan paper bag berisi uang sebesar 

Rp100.000.000 di atas tempat tidur. Meskipun para 

saksi, yakni MRP, KN, AS, dan RI, mengetahui bahwa 

uang tersebut terkait dengan tugas mereka sebagai 

wasit, mereka tetap menerimanya. Selanjutnya, uang 

sebesar Rp80.000.000 dibagi rata, sehingga masing-

masing memperoleh Rp20.000.000. 

Dalam putusan ini perbuatan dari terdakwa 

didakwa dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 

tahun 1980 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1. Pasal 55 ayat (1) 

ke-1 merupakan penyertaan atau deelneming. Artinya 

dalam kasus ini yang terlibat tidak hanya VW 

melainkan ada pihak lain, yaitu saksi DRN, saksi KM 
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(keduanya dilakukan penuntutan terpisah), dan GASN 

(DPO). 

2. Barang Bukti  

1. 1 (satu) kwitansi untuk pembayaran upah tukang 

renovasi dapur dengan nominal Rp 2.000.000,- (dua 

juta rupiah);  

2. 1 (satu) lembar bon pembelian 16 dus keramik 40x40 

dan 15 sak semen tigaroda dengan nominal Rp 

2.090.000,- tanggal 14 Nopember 2018;  

3. 1 (satu) lembar bon pembelian 8 batang pipa merk 

Andaru, 8 batang pipa 2,5 inci, 1 buah alat cuci piring, 

1 buah keran angsa, 5 buah knee 3 inci, 5 buah knee 

2,5 inci, 4 buah sok lurus 3 inci dan 4 buah sok lurus 

2,5 inci dengan nominal Rp 1.830.000 tertanggal 15 

Nopember 2018;  

4. 1 (satu) lembar bon pembelian 13 buah ember split 

dengan nominal Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 

tertanggal 15 Nopember 2018;  

5. 1 (satu) lembar bon pembelian material bahan 

bangunan yang dikeluarkan oleh TB Bumi Raya 

tanggal 25 Desember 2018 senilai Rp 9.515.000,- 

6. 1 (satu) lembar bon pembelian material bahan 

bangunan yang dikeluarkan oleh TB Bumi Raya 

tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp 4.125.000,- 
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7. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 

Desember 2018 senilai Rp 2.000.000,- (dua juta 

rupiah) yang dikeluarkan oleh Yayasan Daarul Ulum 

Tamansari Pati dan ditandatangani oleh Yusiyanti; 

8. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 3 Maret 

2019 sebesar Rp 4.500.000,- yang dikeluarkan oleh 

Bengkel Las Eka Jaya dan ditandatangani oleh Eko 

Setiawan; 

9.  2 (dua) lembar mutase rekening BCA No. rek 

4561667777 an. DRN;  

10. 3 (tiga) lembar mutase rekening BCA No. rek 

0602877777 an. DRN;  

11. 1 (satu) bendel dokumen surat pernyataan pelunasan 

hutang piutang antara Khirudin dengan Mahlil 

tertanggal 10 Nopember 2018;  

12. 1 (satu) lembar nota pembelian 4 buah bola dengan 

jumlah harga Rp 800.000,-  

13. 1 (satu) lembar nota pembelian satu buah lemari 

pakaian dengan harga Rp 3.200.000,-  

14. 8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran klinik 

pengobatan totok syaraf dan kecantikan dengan nama 

pasien MRP;  

15. 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan barang dari 

yang menyerahkan PS kepada penyidik TSW;  
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16. 1 (satu) buah flasdish merk Sandisk warna merah 

hitam 16 Gb berisikan video pertandingan speak bola 

liga 2 antara PSS vs Madura FC tanggal 6 Nopember 

2018; 

3. Tuntutan 

Berdasarkan kronologi dan bukti tersebut, 

Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana kepada 

Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 

yang pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Menyatakan terdakwa VW bersalah melakukan 

tindak pidana “melakukan, yang menyuruh 

melakukan, dan yang turut serta melakukan 

perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu 

kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk 

supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat 

sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan 

kewenangan atau kewajibananya yang menyangkut 

kepentingan umum” sebagaimana diatur dan 

diancam pidana dalam dakwaan Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak 

Pidana Suap Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa 

pidana penjara selama 10 (sepuluh bulan) penjara 

dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah 

terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 
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2.000.000 (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan 

kurungan. 

3. Menyatakan barang bukti berupa: 

- 1 (satu) kwitansi untuk pembayaran upah 

tukang renovasi dapur dengan nominal Rp 

2.000.000,- (dua juta rupiah); 

- 1 (satu) lembar bon pembelian 16 dus keramik 

40x40 dan 15 sak semen tiga roda dengan 

nominal Rp 2.090.000,- tanggal 14 November 

2018;  

- 1 (satu) lembar bon pembelian 8 batang pipa 

merk Andaru, 8 batang pipa 2,5 inci, 1 buah alat 

cuci piring, 1 buah keran angsa, 5 buah knee 3 

inci, 5 buah knee 2,5 inci, 4 buah sok lurus 3 

inci dan 4 buah sok lurus 2,5 inci dengan 

nominal Rp 1.830.000 tertanggal 15 November 

2018; 

- 1 (satu) lembar bon pembelian 13 buah ember 

split dengan nominal Rp 200.000,- (dua ratus 

ribu rupiah) tertanggal 15 Nopember 2018;  

- 1 (satu) lembar bon pembelian material bahan 

bangunan yang dikeluarkan oleh TB Bumi 

Raya tanggal 25 Desember 2018 senilai Rp 

9.515.000,-  
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- 1 (satu) lembar bon pembelian material bahan 

bangunan yang dikeluarkan oleh TB Bumi 

Raya tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp 

4.125.000,- 

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 

26 Desember 2018 senilai Rp 2.000.000,- (dua 

juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Yayasan 

Daarul Ulum Tamansari Pati dan 

ditandatangani oleh Yusiyanti; 

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 3 

Maret 2019 sebesar Rp 4.500.000,- yang 

dikeluarkan oleh Bengkel Las Eka Jaya dan 

ditandatangani oleh Eko Setiawan;  

- 2 (dua) lembar mutase rekening BCA No. rek 

4561667777 an. DRN;  

- 3 (tiga) lembar mutase rekening BCA No. rek 

0602877777 an. DRN;  

- 1 (satu) bendel dokumen surat pernyataan 

pelunasan hutang piutang antara Khirudin 

dengan Mahlil tertanggal 10 Nopember 2018;  

- 1 (satu) lembar nota pembelian 4 buah bola 

dengan jumlah harga Rp 800.000,  

- 1 (satu) lembar nota pembelian satu buah 

lemari pakaian dengan harga Rp 3.200.000,  



74 
 

 
 

- 8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran klinik 

pengobatan totok syaraf dan kecantikan dengan 

nama pasien MRP;  

- 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan barang 

dari yang menyerahkan PS kepada penyidik 

TSW;  

- 1 (satu) buah flasdish merk Sandisk warna 

merah hitam 16 Gb berisikan video 

pertandingan speak bola liga 2 antara PSS vs 

Madura FC tanggal 6 Nopember 2018; 

Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk 

digunakan dalam perkara lain. 

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya 

perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); 

4. Putusan Hakim 

Setelah mengetahui fakta-fakta dalam 

persidangan dan pertimbangan hakim, maka hakim 

Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara Nomor 

43/Pid.Sus/2024/PN Smn memutuskan yang amar 

putusannya adalah sebagai berikut: 

Memperhatikan, Pasal 2 Undang-Undang 

Nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Jo. 

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang Undang 

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 

UU tentang Kekuasaan Kehakiman serta Perma 
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Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan 

Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara 

Elektronik, beserta perubahannya serta peraturan 

perundang-undangan lain yang bersangkutan; 

MENGADILI 

1. Menyatakan Terdakwa VW telah terbukti secara 

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 

pidana”Secara Bersama-Sama Melakukan Suap” 

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 

dakwaan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 

1980 tentang Tindak Pidana Suap Jo. Pasal 55 ayat 

(1) ke-1 KUHP.  

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VW oleh 

karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) 

bulan; 

3. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa dengan 

pidana denda sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta 

rupiah), apabila denda tidak dibayar, maka diganti 

dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;  

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani 

terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana 

yang dijatuhkan; 

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;  

6. Menetapkan barang bukti berupa: 
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- 1 (satu) kwitansi untuk pembayaran upah 

tukang renovasi dapur dengan nominal Rp 

2.000.000,- (dua juta rupiah);-  

- 1 (satu) lembar bon pembelian 16 dus keramik 

40x40 dan 15 sak semen tigaroda dengan 

nominal Rp 2.090.000,- tanggal 14 Nopember 

2018; 

- 1 (satu) lembar bon pembelian 8 batang pipa 

merk Andaru, 8 batang pipa 2,5 inci, 1 buah alat 

cuci piring, 1 buah keran angsa, 5 buah knee 3 

inci, 5 buah knee 2,5 inci, 4 buah sok lurus 3 

inci dan 4 buah sok lurus 2,5 inci dengan 

nominal Rp 1.830.000 tertanggal 15 Nopember 

2018; 

-  1 (satu) lembar bon pembelian 13 buah ember 

split dengan nominal Rp 200.000,- (dua ratus 

ribu rupiah) tertanggal 15 Nopember 2018; 

-  1 (satu) lembar bon pembelian material bahan 

bangunan yang dikeluarkan oleh TB Bumi 

Raya tanggal 25 Desember 2018 senilai Rp 

9.515.000,- 

-  1 (satu) lembar bon pembelian material bahan 

bangunan yang dikeluarkan oleh TB Bumi 

Raya tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp 

4.125.000,- 
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- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 

26 Desember 2018 senilai Rp 2.000.000,- (dua 

juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Yayasan 

Daarul Ulum Tamansari Pati dan 

ditandatangani oleh Yusiyanti; 

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 3 

Maret 2019 sebesar Rp4.500.000,- yang 

dikeluarkan oleh Bengkel Las Eka Jaya dan 

ditandatangani oleh Eko Setiawan; 

-  2 (dua) lembar mutase rekening BCA No. rek 

4561667777 an. DRN; 

- 3 (tiga) lembar mutase rekening BCA No. rek 

0602877777 an. DRN; 

- 1 (satu) bendel dokumen surat pernyataan 

pelunasan hutang piutang antara Khirudin 

dengan Mahlil tertanggal 10 Nopember 2018; 

- 1 (satu) lembar nota pembelian 4 buah bola 

dengan jumlah harga Rp 800.000,- 

- 1 (satu) lembar nota pembelian satu buah 

lemari pakaian dengan harga Rp 3.200.000,- 

- 8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran klinik 

pengobatan totok syaraf dan kecantikan dengan 

nama pasien MRP; 
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- 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan barang 

dari yang menyerahkan PS kepada penyidik 

TSW; 

- 1 (satu) buah flasdish merk Sandisk warna 

merah hitam 16 Gb berisikan video 

pertandingan speak bola liga 2 antara PSS vs 

Madura FC tanggal 6 Nopember 2018; 

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa 

sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).4 

C. Hasil Wawancara Kepada Hakim PN Sleman 

Hasil wawancara terkait Putusan Nomor 

43/Pid.Sus/2024/PN Smn 

Terkait dengan pertimbangan hukum baik alasan 

yuridis dan non yuridis yang hakim gunakan dalam 

memutus perkara nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn. Pada 

dasarnya majelis hakim memutus perkara tersebut 

berdasarkan dua pertimbangan, yakni pertimbangan 

yuridis dan non yuridis. Secara yuridis perbuatan VW telah 

memenuhi unsur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 

tahun 1980 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Perbuatan 

VW bertentangan dengan program pemerintah dalam 

memberantas mafia bola, dan majelis hakim dalam perkara 

ini tidak menemukan alasan pembenar, pemaaf, dan alasan 

 
4 Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn 
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penghapus pidana lainnya. Selanjutnya terkait 

pertimbangan non yuridis, majelis hakim memiliki 

pertimbangan bahwa VW merupakan tulang punggung 

keluarga, Terdakwa VW juga mengalami sakit-sakitan. 

Bapak Cahyono, S.H., M.H menjelaskan bahwa, 

“…Terkait pertimbangan secara yuridis dan non yuridis 

bisa dilihat dalam putusan, namun yang pasti karena 

dakwaan terbukti dan memenuhi unsur delik kejahatan ya, 

lalu secara non yuridis dikarenakan beberapa faktor, 

dalam urusan seperti sepakbola ini merupakan sesuatu 

yang bernilai ekonomi, sehingga ia, apabila memiliki 

celah akan melakukan apapun yang menguntungkan 

dirinya. Pak VW juga merupakan tulang punggung 

keluarga, ditambah dengan ia sakit-sakitan dan juga 

sudah mendapat hukuman dari PSSI juga.” 

Terkait dengan efek jera yang dihasilkan dari putusan 

pengadilan terhadap pelaku, menurut pandangan hakim 

putusan ini sudah memberikan efek jera terhadap VW. 

Hakim juga menjelaskan bahwa VW diberi hukuman 

penjara 5 bulan penjara dan denda sebesar Rp 2.000.000 

(dua juta rupiah) sudah merasa jera, hakim menilai apabila 

memberi hukuman seberat-beratnya, masalah ini sudah 

terjadi cukup lama. Bapak Cahyono, S.H., M.H 

menjelaskan bahwa, “Iya, karena selama ini kan sulit 

sekali. Dipersidangan pelaku utama ini tidak mengakui, 
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kita mengambil fakta atau bukti itu dari keterangan pelaku 

yang lain, dalam hal ini wasit. Pelaku juga menerima 

putusan itu, kalau ia bukan pelakunya pasti mengajukan 

banding atau upaya hukum. Ia diputus 5 bulan sudah 

menerima, dengan jumlah uang yang kecil cuma Rp 

2.000.000 (dua juta rupiah). Kalau untuk efek jera kan kita 

berdasarkan peran dan tingkat kesalahan. Saya kira 

dengan adanya putusan sudah menimbulkan efek jera. 

Kalu kita menjatuhkan hukuman seberat-beratnya, itu 

juga sudah terjadi cukup lama dan pelaku sudah dihukum 

oleh PSSI.” 

Selanjutnya mengenai pandangan narasumber tentang 

motif utama yang mendorong pelaku melakukan suap 

dalam konteks match fixing apakah berkaitan dengan 

faktor ekonomi, sosial, dan psikologis. Narasumber 

menjelaskan bahwa, dari pihak terdakwa, yakni VW secara 

ekonomi memang kurang, karena VW sakit-sakitan. 

Sehingga ia membutuhkan tambahan dana untuk 

pengobatan. Selain itu, secara sosial VW terpengaruh 

dengan lingkungan dari organisasi PSSI yang memang 

sudah hal biasa melakukan match fixing. Terakhir jika 

dilihat dari sudut pandang psikologis VW memiliki  

Bapak Cahyono, S.H., M.H menjelaskan bahwa, 

“Kalau pelaku-pelaku diimingi-imingi bisa membuat 

menang, ya siapa yang tidak tertarik. Pengurus dari club 
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juga dapat tekanan dari supporter, karena kalau kalah 

terus kan banyak supporter yang marah, apalagi tidak jadi 

naik kasta. Jadi selain ekonomi ada tekanan psikologis 

dari supporter.” 

Hasil wawancara terkait Kriminologi 

Terkait dengan pandangan narasumber terhadap Teori 

Asosiasi Diferensial yang menjelaskan bahwa kejahatan 

yang dilakukan seseorang adalah hasil dari meniru 

kejahatan yang ada dalam masyarakat atau kejahatan itu 

dipengaruhi oleh lingkungan sosial baik melalui interaksi 

sosial maupun keterlibatan dalam kriminalitas atau hal 

lainnya. Narasumber menjelaskan bahwa VW merupakan 

anggota Exco PSSI. Dalam PSSI praktik serupa sudah 

sering terjadi, namun sangat jarang terungkap. VW 

melakukan kejahatan tersebut juga terpengaruh oleh 

rekan-rekan dari PSSI sendiri. Sehingga secara langsung 

dan tidak langsung VW terpengaruh oleh lingkungannya. 

Maka dari itu, dalam kejahatan yang dilakukan VW ada 

pengaruh dari lingkungan yang mendorong VW berbuat 

kejahatan tersebut. Sehingga Teori Asosiasi Diferensial ini 

memang benar. Bapak Cahyono, S.H., M.H menjelaskan 

bahwa, “Bisa saja pelaku itu meniru pelaku yang lainnya. 

Yang dari mana saja itu ada peluang melakukan 

pengaturan skor. Jadi benar teori itu.” 



82 
 

 
 

Selanjutnya terkait dengan pandangan narasumber 

terhadap Teori Anomi yang menjelaskan dalam mencapai 

tujuan, tidak semua orang menggunakan sarana-sarana 

yang tersedia, ada yang memilih cara-cara yang tidak 

sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan atau disebut 

dengan illegitimate means (cara yang tidak sah). Bahwa 

Teori Anomi ini sesuai dengan perbuatan VW. Terdakwa 

VW melakukan kejahatan ini di awali dengan adanya 

ketimpangan antara keinginan dengan cara untuk 

mendapatkan keinginan tersebut. Namun untuk mencapai 

keinginan tersebut VW menggunakan jalan pintas, yakni 

dengan melanggar hukum (illegitimate means). Bapak 

Cahyono, S.H., M.H menjelaskan bahwa, “Ya, semua 

pelaku melakukan tindak pidana atau pelaku kejahatan itu 

dilakukan secara tidak sah, karena dia tidak punya 

kewenangan, tetapi mengiming-imingi agar yang lain 

melakukan seperti itu. Dan dilakukan bertentangan 

dengan hukum dalam hal ini penyuapan yang tidak boleh 

terjadi. Jadi itu bertentangan dengan hukum.”5 

 

 

 

 
5 Wawancara terhadap Hakim PN Sleman, Bapak Cahyono, S.H., M.H pada 28 
Oktober 2024 
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BAB IV 

ANALISIS KRIMINOLOGI DAN FIQH JINAYAH 

TERHADAP TINDAK PIDANA SUAP MATCH FIXING 

SEPAK BOLA DI LIGA INDONESIA (STUDI PUTUSAN 

PENGADILAN NEGERI SLEMAN NOMOR 

43/Pid.Sus/2024/PN Smn) 

 

A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 

43/Pid.Sus/2024/PN Smn 

Dalam penjatuhan hukuman, hakim harus 

memberikan hukuman yang didasarkan pada nilai-

nilai keadilan. Pertimbangan hakim harus memuat  

nilai keadilan yang berlaku dalam masyarakat, fakta-

fakta persidangan, hal yang memberatkan dan 

memperingan pidana. Pertimbangan hakim tersebut 

bisa merujuk pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa 

hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, 

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta 

rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Selain itu, 

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 juga menyebutkan bahwa dalam 

mempertimbangkan ringannya hukuman, hakim harus 
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memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa.1 

Dalam memberikan petimbangan hakim memiliki dua 

macam pertimbangan hukum, yaitu: 

1) Pertimbangan Yuridis 

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan 

yang dilakukan oleh hakim yang pada 

pertimbangannya disesuaikan dengan fakta yuridis 

yang terbukti dalam persidangan, selain itu, 

berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dalam 

pertimbangan yuridis ini beberapa hal yang 

digolongkan masuk dalam pertimbangan ini, yakni 

dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan 

terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, Undang-

Undang atau pasal hukum pidana. 2 

2) Pertimbangan Non Yuridis 

Pertimbangan non yuridis merupakan 

pertimbangan hakim yang berasal dari luar 

ketentuan hukum pokok yang dari hal tersebut 

dapat mempengaruhi suatu putusan hakim dalam 

memutus perkara kasus seseorang. Pertimbangan 

non yuridis dapat berupa latar belakang kasus 

perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, akibat 

 
1 Nurhafifah dan Rahmiati, Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana 
Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan, Kanun Jurnal Ilmu 
Hukum, No. 66, 2015, 345-346 

2 Ibid, 347-351 
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perbuatan terdakwa, keadaan sosial dan ekonomi 

dan faktor agama sekaligus.3 

Pertimbangan yuridis hakim dalam putusan nomor 

43/Pid.Sus/2024/PN Smn, yakni: 

a.  Perbuatan pelaku telah memenuhi unsur 

dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Jo. 

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa 

dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak 

Pidana Suap Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang 

mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Unsur: “Setiap orang” 

Dalam kasus VW, tidak ditemukan alasan 

pembenar atau pemaaf yang dapat menghapuskan 

perbuatan terdakwa. Selain itu, berdasarkan fakta-

fakta persidangan, terdakwa dinilai tidak memiliki 

gangguan ingatan karena ia dapat menjawab setiap 

pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, 

Jaksa Penuntut Umum, dan Penasihat Hukumnya.  

Oleh karena itu, perbuatannya dapat 

dipertanggungjawabkan. Terdakwa juga 

 
3 Ibid, 352-354 
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merupakan orang yang didakwakan oleh Penuntut 

Umum, sehingga tidak ada kesalahan identitas 

(error in persona) dalam perkara ini. Dengan 

demikian, unsur-unsur yang didakwakan telah 

terbukti secara sah dan meyakinkan. 

2. Unsur: “yang melakukan, menyuruh melakukan 

dan yang turut serta melakukan perbuatan” 

Menimbang, bahwa secara teoretis dikaitkan pula 

dengan pendapat ahli hukum pidana Dr. 

Muhammad Rustamaji, S.H., M.H.: menyatakan, 

bahwa “kerja sama yang diinsyafi adalah suatu 

bentuk kesepakatan. Kesamaan kehendak antara 

beberapa orang (pembuat peserta dengan pembuat 

pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak pidana 

secara bersama dan kerja sama yang di insyafi, 

tidak perlu berupa permufakatan yang rapi dan 

formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tapi 

sudah cukup adanya saling pengertian yang 

sedemikian rupa antara mereka dalam 

mewujudkan perbuatan oleh yang satunya 

terhadap perbuatan oleh yang lainnya ketika 

berlangsungnya perbuatan” 

Menimbang, bahwa dikatakan ada suatu 

penyertaan dari strafbaarfeit atau delict, apabila 

tersangkut beberapa orang atau lebih pelaku. 
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Perbuatan tersebut harus dipahami bagaimanakah 

“hubungan” tiap peserta itu terhadap delik. 

Hubungan para pelaku pada tindak pidana dalam 

ajaran penyertaan (deelneming) tersebut 

bermacam-macam bentuk, yaitu:  

a.  Beberapa orang bersama-sama melakukan 

suatu delik; 

b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai 

kehendak dan merencanakan delik, akan tetapi 

delik tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia 

menggunakan orang lain untuk melakukan 

delik tersebut; 

c. Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja yang 

melakukan delik, sedang orang lain membantu 

orang itu dalam melaksanakan delik. 

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal 

penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana 

diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 

“Mereka yang melakukan, yang menyuruh 

melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”4 

untuk menjerat dua orang atau lebih yang 

melakukan suatu tindak pidana atau dengan 

perkataan lain ada dua orang atau lebih mengambil 

 
4 Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Jakarta Timur: PT Bumi 
Aksara, 2021), 25 
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bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana 

baik sebagai orang yang melakukan, yang 

menyuruh melakukan atau turut melakukan. Saksi 

DRN diminta oleh terdakwa VW untuk 

menyiapkan dana. Terdakwa VW menyuruh saksi 

DRN dan Manajemen PSS Sleman untuk 

mengikuti permintaan tersebut agar tidak dikerjai 

orang-orang PSSI, selanjutnya saksi DRN 

melaporkan hal tersebut kepada sdr. AR 

(dilakukan penuntutan terpisah) selaku manajer 

operasional dan disetujui sdr. AR. Sdr. AR 

meminta saksi Pudji Prasetyo selaku general 

affair/bagian perlengkapan PT PSS untuk 

menyisihkan uang sebesar Rp100.000.000,00 

(seratus juta rupiah) dari hasil penjualan tiket 

pertandingan, selanjutnya GASN (DPO) 

meletakkan paper bag berisi uang sebesar Rp 

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di atas tempat 

tidur.  

Menimbang, bahwa mengetahui pemberian uang 

tersebut berhubungan dengan tugas sebagai wasit 

namun saksi MRP, saksi KN, saksi AS dan saksi 

RI tetap menerima dan kemudian uang sebesar Rp 

80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dibagi 

rata sehingga masing-masing mendapatkan uang 
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sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). 

Dengan demikian unsur “yang melakukan, yang 

menyuruh melakukan, dan yang turut serta 

melakukan perbuatan” telah terpenuhi dalam 

perbuatan Terdakwa. 

3. Unsur: ”memberi atau menjanjikan sesuatu kepada 

seseorang dengan maksud untuk membujuk 

supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat 

sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan 

kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut 

kepentingan umum” 

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Dr. 

Rustamaji, S.H., M.H. “pemberian sesuatu atau 

janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu 

atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang 

berlawanan dengan kewenangan atau 

kewajibannya yang menyangkut kepentingan 

umum. Unsur ini menjelaskan bahwa pemberian 

suap dalam pasal ini harus dimaksudkan untuk 

membujuk orang yang diberi agar berbuat sesuatu 

atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang 

berlawanan dengan kewenangan atau 

kewajibannya yang menyangkut kepentingan 

umum.” 
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b. Perbuatan pelaku bertentangan dengan 

program pemerintah dalam memberantas 

mafia bola 

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa 

menyangkut kepentingan umum karena 

pertandingan antara PSS Sleman Vs Madura FC 

tersebut diselenggarakan secara resmi oleh 

pemerintah melalui PSSI untuk memajukan 

persepakbolaan nasional yang fair play, tanpa suap 

dan kecurangan serta ditonton oleh masyarakat 

luas. Dengan demikian unsur “memberi atau 

menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan 

maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat 

sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya 

yang berlawanan dengan kewenangan atau 

kewajibananya yang menyangkut kepentingan 

umum” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. 

c. Majelis hakim tidak menemukan alasan 

pembenar, pemaaf dan alasan penghapus 

pidana lainnya 

Menimbang, bahwa dengan keterbuktiannya dari 

Dakwaan Tunggal tersebut, maka Majelis Hakim 

dipersidangan tidak dapat menemukan adanya 

alasan pembenar, alasan pemaaf, dan alasan 

penghapus pidana lainnya (vide Pasal 44 sampai 



92 
 

 
 

dengan Pasal 51 KUHP); Pasal 48 (overmacht) 

KUHP, pembelaan darurat Pasal 49 ayat (1) 

KUHP; sehingga Nota Pembelaan (Pledooi) dari 

Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang 

memohon agar terhadap tindak pidana yang 

didakwakan terhadap Terdakwa kiranya dapat 

dibebaskan dinyatakan ditolak, dan argumen dan 

dalil-dalil serta bukti surat dalam nota pembelaan 

tersebut tentang sakitnya terdakwa hanyalah 

sebagai yang meringankan saja; dan Terdakwa 

tersebut dinyatakan bersalah telah melakukan 

tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh 

Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal, 

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 

dakwaan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 

1980 tentang Tindak Pidana Suap Jo. Pasal 55 ayat 

(1) ke-1 KUHP. 

Hal yang memberatkan: 

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung 

program Pemerintah dalam memberantas 

mafia bola; 

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara 

lainnya. 

Hal yang meringankan: 
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- Terdakwa mengakui terus terang 

perbuatannya; 

- Terdakwa sakit-sakitan;  

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya.  

- Terdakwa sebagai tulang punggung dari 

keluarganya. 

Pertimbangan non yuridis hakim dalam putusan 

nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Sm, yakni: 

Pertimbangan non yuridis dapat berupa latar 

belakang kasus perbuatan terdakwa, kondisi 

terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, keadaan 

sosial dan ekonomi dan faktor agama sekaligus.5 

Berdasarkan pertimbangan non yuridis Hakim 

ketua Bapak Cahyono, S.H., M.H yang pada 

pokoknya menjelaskan, bahwa: 

“…pada dasarnya saya mempertimbangkan 

putusan tersebut secara non yuridis dikarenakan 

beberapa faktor. Pertama, dalam urusan seperti 

sepakbola ini merupakan sesuatu yang bernilai 

ekonomi, sehingga ia, apabila memiliki celah akan 

melakukan apapun yang menguntungkan dirinya. 

Kedua, Pak VW juga merupakan tulang punggung 

 
5 Nurhafifah dan Rahmiati, Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana 
Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan, Kanun Jurnal Ilmu 
Hukum, No. 66, 2015, 352 
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keluarga, ditambah dengan ia sakit-sakitan. Selain 

faktor ekonomi juga diluar pak VW sendiri dari 

pihak PSS Sleman juga ingin menang, 

dikarenakan desakan dari supporter” 

Pertimbangan non yuridis dalam putusan ini 

terdapat dalam hal yang memperingan terdakwa. 

Terdakwa sakit-sakitan, terdakwa merupakan 

tulang punggung keluarga. Sesuai dengan hasil 

wawancara, pada intinya hakim secara non yuridis 

memberi pertimbangan bahwa terdakwa VW 

melakukan tindak pidana suap tersebut karena 

faktor ekonomi. Terdakwa merupakan tulang 

punggung keluarga dan juga mengalami sakit-

sakitan, sehingga secara ekonomi terdakwa 

memiliki kekurangan finansial.  

Selanjutnya mengenai pertimbangan sosiologis. 

Pertimbangan sosiologis merupakan 

Pertimbangan atau alasan yang menunjukkan 

bahwa peraturan dibuat untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat di berbagai bidang, serta 

didasarkan pada fakta empiris mengenai dinamika 

permasalahan dan kebutuhan masyarakat maupun 
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negara.6 Dalam putusan Nomor 

43/Pid.Sus/2024/PN Smn, majelis hakim 

mempertimbangkan putusan tersebut secara 

sosiologis, yakni Menimbang, bahwa perbuatan 

terdakwa menyangkut kepentingan umum karena 

pertandingan antara PSS Sleman Vs Madura FC 

tersebut diselenggarakan secara resmi oleh 

pemerintah melalui PSSI untuk memajukan 

persepakbolaan nasional yang fair play, tanpa 

suap dan kecurangan serta ditonton oleh 

masyarakat luas. Dengan demikian unsur 

“memberi atau menjanjikan sesuatu kepada 

seseorang dengan maksud untuk membujuk 

supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak 

berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan 

dengan kewenangan atau kewajibannya yang 

menyangkut kepentingan umum” telah terpenuhi 

dalam perbuatan terdakwa.  

Selanjutnya pertimbangan hakim secara filosofis. 

Pertimbangan filosofis merupakan dasar 

pemikiran atau alasan yang menunjukkan bahwa 

suatu peraturan dibuat dengan memperhatikan 

 
6 Nafiatul Munawaroh, Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis, Diakses 
pada 28 Desember 2024 melalui https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-
landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff/ 
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pandangan hidup, kesadaran, serta cita-cita hukum 

yang mencerminkan nilai-nilai spiritual, falsafah 

bangsa Indonesia, yang berakar pada Pancasila 

dan Pembukaan UUD 1945. Selain itu, 

pertimbangan filosofis berfokus pada nilai 

keadilan bagi terdakwa dan korban, pertimbangan 

filosofis juga merepresentasikan nilai-nilai yang 

terdapat dalam cita hukum (rechtsidee) yang 

esensial untuk memastikan tercapainya keadilan. 

Pada putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn 

majelis hakim telah menjatuhkan putusan terhadap 

terdakwa. Sanksi yang diberikan oleh majelis 

hakim berupa pidana penjara selama 5 (lima) 

bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000,00 (dua 

juta rupiah). Menurut keterangan narasumber 

yang merupakan hakim ketua pada sidang perkara 

tersebut, hakim menilai dengan sanksi hukuman 

seperti di atas sudah menimbulkan efek jera. 

Narasumber juga menjelaskan bahwa perkara ini 

sudah cukup lama, yakni sejak 2018 sehingga 

dengan sanksi hukuman seperti di atas sudah 

memberikan efek jera. Dalam menjatuhkan 

putusan hakim pasti telah menggunakan seluruh 

aspek pertimbangan. Namun meski demikian, 

penulis tidak setuju dengan sanksi hukuman yang 
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hanya 5 (lima) bulan penjara dan denda Rp 

2.000.000,00 (dua juta rupiah). Hal ini di 

karenakan sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang 

nomor 11 Tahun 1980 mengatur bahwa 

“Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu 

kepada seseorang dengan maksud untuk 

membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau 

tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang 

berlawanan dengan kewenangan atau 

kewajibannya yang menyangkut kepentingan 

umum, dipidana karena memberi suap dengan 

pidana penjara selama lamanya 5 (lima) tahun dan 

denda sebanyak-banyaknya Rp15.000.000,- (lima 

belas juta rupiah)”. Sehingga dengan 

mempertimbangkan hukuman maksimal tersebut 

seharusnya hakim dapat memberikan hukuman 

yang lebih berat dan analasan perkara sudah lama 

tidak bisa menjadi alasan untuk memberikan 

sanksi ringan kepada terdakwa. 

 

B. Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Suap 

Match Fixing Sepak Bola di Liga Indonesia (Studi 

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 

43/Pid.Sus/2024/PN Smn) 
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1. Analisis Kriminologi Menurut Teori Asosiasi 

Diferensial 

Kriminologi merupakan sebuah ilmu bantu dalam 

hukum pidana untuk mempelajari kejahatan dari 

berbagai sudut pandang untuk mendapatkan 

pemahaman yang lebih baik tentang fenomena 

tersebut. Kriminologi berkembang bersama dengan 

pemikiran kritis, yang mengarah pada studi tentang 

proses pembuatan undang-undang. Tujuan 

kriminologi adalah untuk memahami alasan di balik 

seseorang melakukan kejahatan atau tindakan yang 

melanggar hukum pidana, selain itu juga untuk 

memberi petunjuk tentang bagaimana masyarakat 

dapat memberantas kejahatan dan menghindarinya. 

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa tujuan 

kriminologi adalah untuk mempelajari perilaku 

manusia dan lembaga sosial masyarakat yang 

berdampak pada kecenderungan dan penyimpangan 

dari standar hukum.7 

Dalam kriminologi terdapat berbagai teori yang 

dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana 

mempelajari perbuatan pidana yang dilakukan 

seseorang. Dari berbagai teori tersebut dapat 

 
7 Beby Suryani, op.cit,14-15 
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digunakan untuk menganalisis kejahatan seseorang 

yang dipengaruhi oleh beberapa faktor dan mengapa 

hal tersebut bisa terjadi. Singkatnya teori tersebut 

digunakan untuk menganalisis dan memperdalam 

kejahatan pidana yang dilakukan tersebut dipengaruhi 

oleh aspek apa saja. Sesuai dengan topik permasalahan 

mengenai tindak pidana suap match fixing dalam 

sepakbola di liga Indonesia, dari kasus tersebut dapat 

dianalisis dengan teori kriminologi, yakni Teori 

Asosiasi Diferensial. 

Edwin H Suterland merupakan orang yang 

pertamakali mengemukanan Differential Association 

Theory atau biasa disebut Teori Asosiasi Diferensial, 

teori tersebut ia tulis dalam bukunya yang berjudul 

Principle of Criminology.8 Edwin H. Sutherland 

berpendapat bahwa perilaku kriminal yang mencakup 

teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan 

rasionalisasi yang nyaman dipelajari melalui interaksi 

dengan individu yang melanggar norma masyarakat, 

termasuk hukum atau kejahatan yang dilakukan 

seseorang adalah hasil dari meniru kejahatan yang ada 

dalam masyarakat atau kejahatan itu dipengaruhi oleh 

lingkungan sosial baik melalui interaksi sosial maupun 

 
8 Nursariani Simatupang, Faisal, Kriminologi, (Medan: CV Anugerah Aditya 
Persada, 2017),157 
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keterlibatan dalam kriminalitas. Selain itu, menurut 

Gabriel Tarde, kejahatan yang dilakukan seseorang 

adalah hasil dari meniru kejahatan yang ada dalam 

masyarakat.9 

Sutherland mengemukakan Teori Asosiasi 

Diferensial dalam dua versi. Versi pertama teori ini 

disampaikan pada tahun 1939 dalam bukunya yang 

berjudul Principles of Criminology. Sutherland 

berargumen bahwa perilaku kriminal adalah hasil 

pembelajaran dalam lingkungan sosial, yang berarti 

setiap perilaku dapat dipelajari melalui berbagai 

metode.10 Pada tahun 1947, Sutherland 

memperkenalkan versi kedua teorinya. Dalam versi 

ini, ia menekankan bahwa semua perilaku dapat 

dipelajari dan menggantikan konsep disorganisasi 

sosial dengan organisasi sosial yang berbeda 

(differential social organization). Dengan demikian, 

teori ini menolak gagasan bahwa perilaku kriminal 

diturunkan dari orang tua. Sebaliknya, perilaku 

kriminal dipelajari melalui interaksi sosial yang 

dekat.11 

 
9 Emilia Susanti, op.cit, 124 
10 Faisal, op.cit, 157 
11 Muhammad Ibnu, op.cit, 36 
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Teori Asosiasi Diferensial yang merupakan bagian 

dari ilmu kriminologi pada intinya menjelaskan bahwa 

perbuatan seseorang dalam melakukan kejahatan 

pidana dapat disebabkan karena hasil pembelajaran 

dalam lingkungan sosial. Selain faktor lingkungan 

juga disebabkan oleh adanya interaksi dengan orang 

lain dalam proses komunikasi. Seseorang tidak 

otomatis menjadi pelaku kejahatan hanya karena 

berada di lingkungan yang dipenuhi perilaku kriminal. 

Kejahatan merupakan hasil pembelajaran yang terjadi 

melalui interaksi dengan orang lain, baik melalui 

komunikasi lisan maupun non-lisan. Keluarga dan 

teman juga berperan besar dalam mempengaruhi 

seseorang berbuat jahat. Proses pembelajaran perilaku 

kriminal paling signifikan terjadi dalam kelompok-

kelompok yang memiliki hubungan erat. Keluarga dan 

teman-teman dekat memiliki pengaruh terbesar dalam 

membentuk perilaku menyimpang. Interaksi dan 

komunikasi yang mereka lakukan jauh lebih intensif.12 

Dalam kasus suap match fixing tersebut, terdakwa 

VW mengaku bisa mengatur segalanya dalam 

pertandingan Liga Indonesia. Selain itu terdakwa juga 

mengatakan, bahwa “PSS Sleman akan selalu dikerjai 

 
12 Ainal Hadi dan Mukhlis, Suatu Pengantar Kriminologi,(Aceh: Bandar 
Publishing,2022), 82 
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disetiap pertandingan karena beberapa pengurus PSSI 

tidak suka dengan PSS Sleman, tidak mungkin naik ke 

liga 1 dan PSS Sleman akan didegradasikan”. VW bisa 

memenangkan PSS Sleman yang akan menghadapi 

Madura FC dengan syarat pihak manager PSS untuk 

membayar uang sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta 

rupiah) dan hal tersebut disetujui oleh pihak manager 

PSS Sleman.  

Berdasarkan kejahatan tindak pidana yang 

dilakukan oleh VW tersebut, sesuai dengan Teori 

Asosiasi Diferensial yang dikemukakan oleh Edwin H. 

Sutherland  bahwa perilaku kriminal yang mencakup 

teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan 

rasionalisasi yang nyaman dipelajari melalui interaksi 

dengan individu yang melanggar norma masyarakat, 

termasuk hukum atau kejahatan yang dilakukan 

seseorang adalah hasil dari meniru kejahatan yang ada 

dalam masyarakat atau kejahatan itu dipengaruhi oleh 

lingkungan sosial baik melalui interaksi sosial maupun 

keterlibatan dalam kriminalitas. Diketahui bahwa 

sesuai dengan fakta persidangan dan hasil penelitian 

melalui wawancara dengan hakim ketua bapak 

Cahyono, S.H., M.H selaku hakim ketua yang 

memutus perkara terdakwa VW pada Pengadilan 

Negeri Sleman, bahwasannya terdakwa ini merupakan 
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petinggi atau memiliki jabatan dalam Organisasi 

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), kasus 

yang sekarang ini merupakan bukan yang pertama kali 

terdakwa lakukan, sebelumnya sudah pernah dan 

sudah dihukum oleh organisasi PSSI.  

Bahwa terdakwa VW selain melakukan kejahatan 

ini karena faktor ekonomi juga disebabkan karena 

faktor lingkungan dalam organisasi PSSI. Dalam 

organisasi PSSI sendiri banyak anggota PSSI yang 

melakukan hal serupa dan sudah sejak lama dilakukan. 

Terdakwa VW yang berada dalam organisasi PSSI pun 

ikut terhasut untuk melakukan tindakan kejahatan 

dengan melakukan match fixing pada pertandingan 

sepak bola di liga Indonesia. Ditambah lagi terdakwa 

juga sudah mulai sakit-sakitan, sehingga memerlukan 

banyak biaya untuk pengobatan. Hal tersebut sesuai 

dengan hasil wawancara terhadap hakim PN Sleman 

bapak Cahyono, S.H., M.H yang mengatakan “Bisa 

saja pelaku itu meniru pelaku yang lainnya. yang dari 

mana saja itu ada peluang melakukan pengaturan 

skor. Jadi benar teori itu.”13 Melakukan pengaturan 

pada pertandingan sepakbola seperti yang dilakukan 

terdakwa sudah marak dilakukan, namun sampai saat 

 
13 Wawancara terhadap Hakim PN Sleman, Bapak Cahyono, S.H., M.H pada 28 
Oktober 2024 
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ini masih sangat sulit dalam mengungkap kasus-kasus 

serupa. 

2. Analisis Kriminologi Menurut Teori Anomi 

Teori Anomie dari Robert K. Merton menjelaskan 

bahwa terdapat dua elemen utama perilaku delinkuen, 

yaitu elemen yang berasal dari struktur sosial dan 

elemen kultural. Secara nyata, unsur kultural 

menghasilkan goals (tujuan), sementara unsur 

struktural menghasilkan means (cara atau sarana). 

Secara sederhana, goals mengacu pada tujuan-tujuan 

dan kepentingan yang dibudayakan, mencakup 

aspirasi dasar manusia. Sedangkan means mengacu 

pada aturan dan metode yang dilembagakan dan 

diterima sebagai cara untuk mencapai tujuan 

tersebut.14  

Robert K. Merton membagi norma sosial ke dalam 

dua bagian, yaitu tujuan sosial (societal goals) dan 

sarana yang tersedia (acceptable means) untuk 

mencapainya.15 Dalam mencapai tujuan, tidak semua 

orang menggunakan sarana-sarana yang tersedia; ada 

yang memilih cara-cara yang tidak sesuai dengan 

aturan yang telah ditetapkan (illegitimate means). 

Secara lebih jelas teori ini menjelaskan adanya 

 
14 Beby Suryani, op.cit, 166 
15 Ibid, 166 
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ketimpangan antara tujuan seseorang dengan cara 

untuk mendapatkan tujuan tersebut (goals) sehingga 

ketimpangan tersebut menyebabkan seseorang 

menjadi tertekan ataupun stres.16 

Teori Anomi pada intinya menelaah seseorang 

dalam melakukan kejahatan suatu tindak pidana 

disebabkan oleh faktor ketimpangan antara keinginan 

dengan cara memperoleh keinginan tersebut. Teori ini 

menjelaskan bahwa seseorang melakukan kejahatan 

pidana dikarenakan memiliki tujuan atau impian. 

Dalam memenuhi impian tersebut dilakukan dengan 

cara-cara yang tidak sebagaimana mestinya. Cara yang 

ditempuh menggunakan cara instan dan tentunya 

melanggar hukum (illegitimate means). Sehingga ada 

ketimpangan antara impian dengan cara mendapatkan 

impian tersebut yang menyebabkan seseorang 

menembuh jalan pintas untuk memperolehnya. 

Berdasarkan penjelasan teori diatas, Teori Anomi 

dapat diaplikasikan dalam kasus tindak pidana suap 

match fixing di liga Indonesia. Dalam kasus suap 

match fixing tersebut, terdakwa VW mengaku bisa 

mengatur segalanya dalam pertandingan Liga 

Indonesia. Selain itu terdakwa juga mengatakan, 

 
16 Ibid,167 
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bahwa “PSS Sleman akan selalu dikerjai disetiap 

pertandingan karena beberapa pengurus PSSI tidak 

suka dengan PSS Sleman, tidak mungkin naik ke liga 

1 dan PSS Sleman akan didegradasikan”. VW bisa 

memenangkan PSS Sleman yang akan menghadapi 

Madura FC dengan syarat pihak manager PSS untuk 

membayar uang sejumlah Rp.100.000.000 (seratus 

juta rupiah). Akibat perbuatannya terdakwa dihukum 

karena telah melanggar Pasal 2 Undang-Undang 

Nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Jo. 

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Sesuai dengan fakta persidangan dan hasil 

wawancara dengan hakim PN Sleman, yakni bapak 

Cahyono S.H., M.H selaku hakim ketua pada perkara 

tersebut dapat diketahui, bahwa terdakwa merupakan 

tulang punggung keluarga, sering sakit-sakitan. 

Sehingga terdakwa VW ini secara ekonomi 

membutuhkan dana untuk keperluan hidup, berobat 

maupun hal lainnya. Sehingga dengan begitu ia 

melakukan tindak pidana suap tersebut. Dengan 

demikian apa yang terdakwa lakukan terdapat 

ketidakmampuan antara keinginan terdakwa dengan 

kemampuan terdakwa untuk mencapai keinginan atau 

tujuan tersebut. Ketimpangan antara keinginan 

terdakwa dengan cara untuk mendapatkan keinginan 
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atau mencapai tujuannya (goals). Lebih lanjut hal ini 

juga dijelaskan oleh hakim Pengadilan Negeri Sleman 

bapak Cahyono S.H., M.H “…dalam urusan seperti 

sepakbola ini merupakan sesuatu yang bernilai 

ekonomi, sehingga ia, apabila memiliki celah akan 

melakukan apapun yang menguntungkan dirinya. Pak 

VW juga merupakan tulang punggung keluarga, 

ditambah dengan ia sakit sakitan”.17  

Karena ketimpangan antara keinginan dengan cara 

mendapatkan keinginannya tersebut terdakwa lalu 

melakukan suatu perbuatan dengan cara yang tidak 

semestinya atau tidak sah dengan mengiming-imingi 

seseorang untuk mendapatkan keuntungan finansial. 

Sehingga dengan ia melakukan tindak pidana tersebut 

secara hukum ia telah melanggar Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana 

Suap Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menggunakan 

cara yang dilarang oleh peraturan yang berlaku atau 

menggunakan cara yang tidak sesuai dengan aturan 

yang telah ditetapkan (illegitimate means). Secara 

lebih lanjut hakim Pengadilan Negeri Sleman bapak 

Cahyono S.H., M.H terkait teori anomi juga 

menjelaskan “Ya, semua pelaku melakukan tindak 

 
17 Wawancara terhadap Hakim PN Sleman, Bapak Cahyono, S.H., M.H pada 28 
Oktober 2024 



108 
 

 
 

pidana atau pelaku kejahatan itu dilakukan secara 

tidak sah, karena dia tidak punya kewenangan, tetapi 

mengiming-imingi agar yang lain melakukan seperti 

itu. Dan dilakukan bertentangan dengan hukum dalam 

hal ini penyuapan yang tidak boleh terjadi. Jadi itu 

bertentangan dengan hukum.” 

 

C. Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Suap 

Match Fixing Sepak Bola di Liga Indonesia (Studi 

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 

43/Pid.Sus/2024/PN Smn) 

Tindak pidana suap match fixing sepak bola 

merupakan perbuatan yang termasuk melanggar hukum 

negara dan juga hukum agama. Tindak pidana suap apabila 

dikaji dalam ilmu agama Islam, yakni Fiqh Jinayah. Fiqh 

Jinayah merupakan ilmu tentang hukum syara’ yang 

kaitannya dengan suatu perbuatan yang dilarang (jarimah) 

dan sanksi hukumannya (uqubah) yang diambil dari dalil 

terperinci. Sehingga obyek pembahasan dari fiqh jinayah 

ialah mengenai tindak pidana (jarimah) dan hukumannya 

(uqubah). Dari pengertian tersebut bisa diketahui bahwa 

jarimah merupakan suatu perbuatan yang dilarang. 

Jarimah merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum 

syara’ yang siapapun yang melanggar akan diberi ancaman 

berupa hukuman had atau ta’zir oleh Allah. Sedangkan 
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menurut Abdul Qadir Audah hukuman atau uqubah 

merupakan pemberian sanksi yang ditetapkan untuk 

kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran 

terhadap ketentuan hukum syara’.18 

Dalam Fiqh Jinayah terdapat beberapa macam 

jarimah, yakni  

1. Jarimah Hudud, merupakan kejahatan yang 

diancam dengan hukuman had, yaitu hukuman 

yang sudah ditetapkan secara jelas dan pasti baik 

dalam jenis maupun jumlahnya oleh nas. Macam 

jarimah hudud adalah Jarimah Zina (berbuat 

zina), Jarimah Qadzaf (menuduh melakukan 

zina), Jarimah Syurb Al-Khamr (meminum 

minuman keras), Jarimah Sirqah (pencurian), 

Jarimah Hirabah (perampokan), Jarimah Riddah 

(murtad), Jarimah Al-Bagyu (pemberontakan). 

2. Jarimah Qisas dan Diyat, merupakan kejahatan 

yang diancam dengan hukuman qisas (hukuman 

yang sepadan) dan diyat (denda atau ganti rugi) 

yang batasannya telah ditentukan, namun 

tergolong sebagai hak manusia (perorangan). 

Macam jarimah qisas dan diyat adalah Al-Qatl Al-

‘Amd (pembunuhan sengaja), Al-Qatl Syibh Al-

 
18 Ahmad Wardi Muslich, op.cit, ix-x 
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Amd (pembunuhan menyerupai sengaja), Al-Qatl 

Al-Khata’ (pembunuhan tidak sengaja), Al-Jarh 

Al‘Amd (penganiayaan sengaja), Al-Jarh Al-Khata 

(penganiayaan tidak sengaja). 

3. Jarimah Ta’zir, marupakan kejahatan yang dikenai 

satu atau beberapa hukuman ta'zīr, yaitu hukuman 

yang bersifat mendidik atau memberi pelajaran, 

yang tidak memiliki ketentuan pasti mengenai 

bentuk dan ukurannya. Penentuan hukuman ini 

diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa atau 

hakim.19 

Risywah adalah pemberian yang diberikan oleh 

seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud 

meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar 

menurut syari’ah) atau membatilkan perbuatan yang 

hak.20 Tindak pidana suap dikategorikan sebagai 

risywah apabila tujuannya untuk melegalkan sesuatu 

perbuatan yang melanggar syari’ah dan membatalkan 

suatu tindakan yang benar. Hal ini sesuai dengan kasus 

yang dilakukan oleh VW, terdakwa melakukan iming-

iming kepada pihak manager PSS Sleman bahwa ia 

bisa mengatur laga dan bisa memenangkannya dengan 

 
19 Rokhmadi, op.cit, 7 
20 KPK, Buku Saku Anti Korupsi Untuk Pemeluk Agama Islam, www.kpk.go.id,  
19 
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syarat membayar sejumlah uang kepadanya. Sehingga 

ia mengatur perangkat wasit untuk membatalkan suatu 

tindakan yang benar dan melegalkan suatu perbuatan 

yang melanggar hukum. 

Pada masa Nabi Muhammad SAW, pernah terjadi 

peristiwa yang melibatkan risywah (suap) antara suku 

Quraisy dan beliau. Dalam sebuah pertemuan para 

pembesar kafir Quraisy, Utbah bin Rabiah mengajukan 

usulan untuk diizinkan menemui Nabi SAW guna 

melakukan negosiasi atau menawarkan suap agar beliau 

menghentikan dakwahnya. Setelah mendapat persetujuan 

dari para pemuka Quraisy, Utbah mendatangi Nabi SAW 

dan mencoba membujuk beliau untuk berhenti berdakwah 

dengan menawarkan kekayaan, jabatan, kedudukan, serta 

wanita-wanita cantik. Namun, Nabi Muhammad SAW 

dengan tegas menolak tawaran tersebut dan menjelaskan 

kepada Utbah bahwa dakwahnya adalah misi yang 

diembannya dari Allah.21 

Ayat Al-Qur’an dan Hadist telah memberikan 

larangan terhadap perbuatan risywah, hal tersebut terdapat 

dalam QS. Al Baqarah Ayat 188 dan HR. Ahmad dan 

Hakim. 

 

 
21 Abdul Kholiq,Hadis-hadis Tentang Laknat Bagi Pelaku Suap (Risywah) Dalam 
Al-Kutub Al-Tis’ah (Studi Ma’ani al Hadis), 2010, 5 
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QS. Al Baqarah Ayat 188 

لَكُم تََْكُلُواا۟  وَلَ  ٱلْْكَُّامِ  إِلََ  بِِاَا  وَتدُْلُوا۟  بٱِلْبَٓطِلِ  بَ يْ نَكُم أمَْوَٓ  

لِ  مِ نْ  فَريِق ا لتَِأْكُلُوا۟  ثِْْ  ٱلنَّاسِ  أمَْوَٓ تَ عْلَمُونَ  وَأنَتُمْ  بٱِلِْْ  

 Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta 

sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan 

yang bathil dan (janganlah) kamu membawa 

(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu 
dapat memakan sebahagian daripada harta benda 

orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, 

padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah Ayat 
188)22 

Hadist Riwayat Ahmad dan Hakim 

عَلَيْهِ  اللُ  صَلَّى اللِ  رَسُوْلُ  لَعَنَ : قَالَ  ثَ وْبَِنَ  وَعَنْ   

و أحمد رواه)  وَالرَّائِشَ  وَالْمُرْتَشِيَ  الرَّاشِيَ  وَسَلَّمَ   

          )الْاكم

  Dari tsauban berkata: Rasulullah saw melaknat 
orang yang menyuap, yang disuap, dan perantara 

suapan, yakni orang yang memberikan jalan atas 

keduanya . (HR. Ahmad dan Hakim)23 

  Unsur-unsur dalam risywah adalah  

1. Penerima suap (Al-Murtasyi) 

 
22 Wawan Trans Pujianto, op.cit, 272 
23 Ibid, 272 
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Penerima suap (Al-murtasyi) adalah orang yang 

menerima sesuatu dari pihak lain, baik dalam bentuk 

harta, uang, atau jasa, dengan tujuan memenuhi 

permintaan si pemberi suap, meskipun hal tersebut 

tidak diperbolehkan menurut syariat. Ini bisa berupa 

tindakan aktif atau bahkan diam saja. Biasanya, 

penerima suap adalah pejabat yang memiliki 

keterkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh si 

pemberi suap. Namun, tidak menutup kemungkinan 

penerima suap bisa bukan pejabat, seperti teman atau 

orang lain yang berstatus lebih rendah. Dalam kasus ini 

terdakwa VW adalah orang yang menerima suap atau 

(Al-Murtasyi). Ia yang meminta pihak manager PSS 

Sleman menyiapkan sejumlah uang untuk melakukan 

pengaturan skor pada pertandingan PSS Sleman vs 

Madura FC. Lalu terdakwa pada saat pihak manager 

memberikan sejumlah uang ia menerima uang tersebut. 

Sehingga unsur pemerima (al-murtasyi) ini memenuhi. 

2. Pemberi suap (Al-Rasyi) 

Pemberi suap (Al-rasyi) adalah orang yang memberikan 

harta, uang, atau jasa dengan tujuan mencapai 

keinginannya. Biasanya, pemberi suap ini memiliki 

kepentingan tertentu terhadap penerima suap, seperti 

terkait masalah hukum, pemenangan suatu 

kepentingan, dan sebagainya. Dalam kasus suap ini VW 
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menerima sejumlah uang yang diberikan dari pihak 

manager PSS Sleman yang uang tersebut diserahkan 

oleh GASN. Uang tersebut merupakan uang suap untuk 

kepentingan pemenangan PSS Sleman melawan 

Madura FC. Hal ini seperti yang terdapat dalam 

putusan, yakni “bahwa yang mengambil uang dari 

manajemen PSS Sleman untuk diberikan kepada 

terdakwa VW perangkat wasit jika PSS Sleman menang 

saat pertandingan di kandang adalah Sdr. ASN (DPO)” 

3. Suapan (harta atau benda yang diberikan) 

Harta yang dijadikan sebagai objek suap sangat 

beragam, mulai dari uang, mobil, rumah, motor, dan 

berbagai bentuk benda lainnya. Dalam kasus suap ini 

suapan yang diberikan ialah berupa uang tunai 

sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). 

Selain unsur-unsur risywah dalam jarimah ini juga 

memenuhi unsur jarimah, yaitu: 

1. Rukun Syar’i (unsur formil) 

Adanya nas yang melarang perbuatan. Dalam 

kasus tindak pidana suap ini disebut dengan risywah 

dan merupakan jarimah ta’zir karena tidak ditentukan 

kadar hukumannya dan hukumannya diserahkan 

kepada pemerintah yang berwenang. Namun dalam 

risywah terdapat rukun syar’i yang melarang 
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perbuatan tersebut. Larangan risywah terdapat dalam 

QS. Al Baqarah Ayat 188 dan HR. Ahmad dan Hakim. 

QS. Al Baqarah Ayat 188 

لَكُم تََْكُلُواا۟  وَلَ  ٱلْْكَُّامِ  إِلََ  بِِاَا  وَتدُْلُوا۟  بٱِلْبَٓطِلِ  بَ يْ نَكُم أمَْوَٓ  

لِ  مِ نْ  فَريِق ا لتَِأْكُلُوا۟  ثِْْ  ٱلنَّاسِ  أمَْوَٓ تَ عْلَمُونَ  وَأنَتُمْ  بٱِلِْْ  

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta 

sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan 

yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) 
harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan 

sebahagian daripada harta benda orang lain itu 

dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu 
mengetahui. (QS. Al-Baqarah Ayat 188)24 

Hadist Riwayat Ahmad dan Hakim 

وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللُ  صَلَّى اللِ  رَسُوْلُ  لَعَنَ : قَالَ  ثَ وْبَِنَ  وَعَنْ   

( الْاكم و أحمد رواه)  وَالرَّائِشَ  وَالْمُرْتَشِيَ  الرَّاشِيَ   

Dari tsauban berkata: Rasulullah saw melaknat orang 

yang menyuap, yang disuap, dan perantara suapan, 

yakni orang yang memberikan jalan atas keduanya 
(HR. Ahmad dan Hakim)25 

2. Rukun Maddi (unsur materil) 

Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah 

baik perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat. 

Sebagaimana yang termaktub dalam putusan 

 
24 Wawan Trans Pujianto, op.cit, 272 
25 Ibid, 272 
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Pengadilan Negeri Sleman Nomor 

43/Pid.Sus/2024/PN Smn sesuai dengan fakta 

persidangan terdakwa VW mengaku bisa mengatur 

segalanya dalam pertandingan Liga Indonesia. Selain 

itu terdakwa juga mengatakan, bahwa “PSS Sleman 

akan selalu dikerjai disetiap pertandingan karena 

beberapa pengurus PSSI tidak suka dengan PSS 

Sleman, tidak mungkin naik ke liga 1 dan PSS Sleman 

akan didegradasikan”. VW bisa memenangkan PSS 

Sleman yang akan menghadapi Madura FC dengan 

syarat pihak manager PSS untuk membayar uang 

sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). Akibat 

perbuatannya terdakwa dihukum karena telah 

melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 

1980 tentang Tindak Pidana Suap Jo. Pasal 55 ayat (1) 

ke-1 KUHP. 

3. Rukun Adabi (unsur moril) 

Pelaku merupakan orang mukallaf, yakni orang 

yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap 

jarimah yang dilakukan. 26 Sesuai dengan putusan 

Pengadilan Negeri Sleman Nomor 

43/Pid.Sus/2024/PN Smn terdakwa VW sesuai dengan 

fakta persidangan terdakwa adalah orang yang tidak 

 
26 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT Bulan 
Bintang,(1993), 6 
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terganggu ingatannya karena dapat menjawab setiap 

pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim 

maupun Jaksa Penuntut Umum, dan Penasihat 

Hukumnya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan 

atas perbuatannya dan benar terdakwa adalah 

terdakwa dari perbuatan yang didakwakan oleh 

Penuntut Umum kepadanya, sehingga tidak terdapat 

“error in persona”, (kesalahan tentang orangnya) 

Meski telah memenuhi unsur risywah dan jarimah, 

ketika berbicara soal jarimah pasti juga berbicara 

mengenai uqubah (hukuman). Uqubah dibagi menjadi 

empat macam, yaitu uqubah ashliyah (hukuman 

pokok), uqubah badaliyah (hukuman pengganti), 

uqubah tiba’iyah (hukuman tambahan), dan uqubah 

takmiliyah (hukuman pelengkap). 

a. Uqubah Ashliyah (hukuman pokok) 

Uqubah Ashliyah merupakan hukuman yang 

ditentukan untuk jarimah terkait sebagai sanksi 

utama, seperti hukuman qishas untuk kasus 

pembunuhan, cambuk seratus kali untuk 

pelanggaran zina, atau potong tangan untuk tindak 

pencurian. Seperti pada putusan Nomor 

43/Pid.Sus/2024/PN Smn, terdakwa VW dijatuhi 

hukuman 5 (lima) bulan penjara. Sanksi 5 (lima) 

bulan penjara tersebut dalam fiqh jinayah 
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merupakan hukuman pokok. Namun yang pasti 

ialah sesuai dengan dalil dalam QS. Al-Baqarah 

ayat 188 dan Hadist Ahmad dan Hakim tidak 

disebutkan maupun dijelaskan berapa sanksi dan 

hukumannya, melainkan berisi sebuah laknat dari 

Rasullah dan larangan. 

b. Uqubah Badaliyah (hukuman pengganti) 

Uqubah Badaliyah merupakan hukuman yang 

menjadi alternatif dari hukuman utama jika 

pelaksanaannya tidak memungkinkan karena 

alasan yang valid, seperti hukuman diyat (denda) 

sebagai pengganti hukuman qisas. Dalam putusan 

Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn, hukuman yang 

diberikan ialah hukuman pokok, yaitu penjara 

selama lima bulan dan hukuman denda yang juga 

sebagai hukuman pokok sebesar Rp 2.000.000,00 

(dua juta rupiah). Namun apabila terdakwa tidak 

bisa membayar denda, maka akan diganti dengan 

pidana kurungan. 

c. Uqubah Tiba’iyah (hukuman tambahan) 

Uqubah Tiba’iyah merupakan hukuman yang 

menyertai hukuman utama tanpa memerlukan 

keputusan terpisah, seperti dalam kasus jarimah 

qadzaf (menuduh orang lain berzina), di mana 

selain hukuman pokok berupa cambuk delapan 
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puluh kali, terdapat hukuman tambahan. Dalam 

putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn, 

hukuman yang diberikan ialah hukuman pokok, 

yaitu penjara selama lima bulan dan denda sebesar 

Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Denda tersebut 

dalam hukum pidana positif tetap masuk dalam 

hukuman pokok. 

d. Uqubah Takmiliyah (hukuman pelengkap). 

Uqubah Takmiliyah merupakan hukuman yang 

menyertai hukuman pokok tetapi memerlukan 

keputusan terpisah dari hakim, yang menjadi 

pembeda dengan hukuman tambahan.27 Dalam 

putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn, 

hukuman yang diberikan ialah hukuman pokok, 

yaitu penjara selama lima bulan dan hukuman 

denda yang juga sebagai hukuman pokok sebesar 

Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). 

Sesuai dengan unsur-unsur yang telah dijelaskan 

diatas, mengenai kasus tindak pidana suap match 

fixing di liga Indonesia studi putusan PN Sleman 

Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn telah memenuhi 

seluruh unsur baik unsur jarimah maupun unsur 

 
27 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT Bulan 
Bintang,1993), 260-261 
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risywah. Sehingga mengerucut bahwa pelaku tindak 

pidana suap sesuai dengan perspektif fiqh jinayah 

perbuatan pelaku merupakan risywah yang masuk 

dalam kategori jarimah ta’zir, berikut alasan mengapa 

risywah masuk dalam jarimah ta’zir. 

Pertama, risywah ini tidak mungkin merupakan 

jarimah qisas dan diyat karena hukuman dari qisas dan 

diyat sifatnya ialah hak manusia (individu). Selain itu, 

hukuman dari qisas dan diyat sifatnya setara dengan 

apa yang dilakukan. Contohnya ialah hukuman 

terhadap seseorang yang melakukan pembunuhan 

hukumannya juga sama seperti yang ia perbuat, yakni 

dibunuh. Kedua, risywah bukan merupakan bagian 

dari jarimah hudud, hal ini disebabkan oleh nas yang 

mengatur mengenai risywah tidak secara gamblang 

dan spesifik menyebutkan kadar sanksi terhadap 

pelaku risywah. Pada nas berisi tentang laknat 

Rasullah terhadap orang-orang yang melakukan 

risywah, selain itu pada nas yang lain berisi tentang 

larangan perbuatan risywah. Bisa diketahui bahwa 

apabila Rasulullah sudah melaknat, maka kategori 

jarimah tersebut tergolong berat. Namun hal yang 

perlu diketahui ialah berapa sanksi yang akan 

diberikan kepada pelakunya.?. Dalam jarimah hudud 

seseorang dikategorikan melakukan jarimah hudud 
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apabila hukuman dari perbuatan pelaku telah 

ditentukan oleh syara’, hukuman tersebut merupakan 

hak Allah.28Dalam kasus ini nas dalam risywah tidak 

memberikan ukuran sanksi hanya memberikan 

larangan dan laknat yang dari keduanya tidak 

mengatur mengenai hukuman terhadap risywah. Oleh 

karena itu, tujuan utama dari hukum Islam ialah 

kemaslahatan. Kemaslahatan menyangkut 

kepentingan orang banyak. Sehingga dalam kasus 

risywah ini memerlukan hukuman terhadap pelakunya 

agar dapat merasakan efek jera dan tidak mengulangi 

lagi perbuatannya. Selain itu, adanya hukuman 

bertujuan agar tidak ditiru oleh orang lain. Maka dari 

itu hukuman terhadap risywah ini dikategorikan 

merupakan jarimah ta’zir. Jarimah ta’zir merupakan 

jarimah yang hukumannya belum ditentukan oleh 

syara’ dan penentuan hukumannya diserahkan kepada 

ulil amri (penguasa), yakni pemerintah. Sehingga 

hukuman dari risywah ini diserahkan kepada 

pemerintah, yakni hakim. Hakim dapat memutuskan 

hukuman yang berlandaskan kemaslahatan dan 

keadilan sesuai dengan apa yang pelaku perbuat. 

Sehingga dengan begitu hukum Islam ini dapat 

 
28 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), x 
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berlaku umum untuk kemaslahatan umat manusia 

dalam menghadapi permasalahan di tengah 

perkembangan zaman. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada 

bab-bab sebelumnya, penelitian ini dapat diambil beberapa 

simpulan, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Tindak 

Pidana Suap Match Fixing Sepak Bola di Liga 

Indonesia Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman 

Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN.Smn, hakim dalam 

memutus perkara tersebut memuat 4 pertimbangan, 

yakni: 

a. Pertimbangan yuridis 

1) Perbuatan pelaku telah memenuhi unsur dalam 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 

tentang Tindak Pidana Suap Jo. Pasal 55 ayat 

(1) ke-1 KUHP; 

2) Perbuatan pelaku bertentangan dengan 

program pemerintah dalam memberantas mafia 

bola; 
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3) Majelis hakim tidak menemukan alasan 

pembenar, pemaaf dan alasan penghapus 

pidana lainnya. Sehingga dakwaan terhadap 

terdakwa terbukti dan tetap dinyatakan 

bersalah. 

b. Pertimbangan non yuridis 

Pertimbangan non yuridis dalam putusan ini 

terdapat dalam hal yang memperingan 

terdakwa. Terdakwa sakit-sakitan, terdakwa 

merupakan tulang punggung keluarga. Sesuai 

dengan hasil wawancara, pada intinya hakim 

secara non yuridis memberi pertimbangan 

bahwa terdakwa VW melakukan tindak 

pidana suap tersebut karena faktor ekonomi. 

Terdakwa merupakan tulang punggung 

keluarga dan juga mengalami sakit-sakitan, 

sehingga secara ekonomi terdakwa memiliki 

kekurangan finansial. 

c. Pertimbangan Sosiologis 

Perbuatan VW menyangkut kepentingan 

umum dan melanggar program pemerindah 

dalam memberantas mafia bola. 

d. Pertimbangan Filosofis 

Hukuman terhadap VW belum mencerminkan 

keadikan, dikarenakan hakim memberi 
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hukuman ringan dengan alasan kasus ini 

sudah lama terjadi. 

2. Dalam kasus tindak pidana suap match fixing sepak 

bola di liga Indonesia Putusan Nomor 

43/Pid.Sus/2024/PN Smn menurut analisis 

kriminologi perbuatan tersebut dipengaruhi oleh dua 

teori dalam kriminologi. Pertama, Teori Asosiasi 

Diferensial, menurut teori ini terdakwa melakukan 

kejahatan tersebut di pengaruhi oleh faktor 

lingkungan. Kedua, Teori Anomi menyatakan bahwa 

perbuatan terdakwa tersebut dilakukan karena ada 

ketimpangan antara keinginan dan cara untuk 

mencapai keinginan tersebut sehingga ia 

menggunakan jalan pintas dengan melanggar hukum 

untuk mencapai keinginannya.  

Selain itu, kasus tersebut merupakan masuk dalam 

kategori risywah. Sehingga perbuatan tersebut masuk 

dalam kategori jarimah ta’zir. Kasus tindak pidana 

suap match fixing sepak bola di liga Indonesia Putusan 

Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn ini telah memenuhi 

unsur risywah dan jarimah. Memenuhi unsur-unsur 

risywah, yaitu unsur penerima suap (Al-Murtasyi), 

unsur pemberi suap (Al-Rasyi), unsur suapan (harta 

benda yang diberikan). Lalu selanjutnya memenuhi 

unsur-unsur jarimah, yaitu rukun syar’i (unsur formil), 
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rukun maddhi (unsur materil), rukun adabi (unsur 

moril).  

Sehingga mengerucut bahwa pelaku tindak pidana 

suap sesuai dengan perspektif fiqh jinayah perbuatan 

pelaku merupakan risywah yang masuk dalam 

kategori jarimah ta’zir dikarenakan hukuman untuk 

perbuatan tersebut belum diatur sanksinya oleh nas. 

Sehingga sanksi hukuman pelaku tindak pidana suap 

tersebut hukumannya diserahkan kepada pemerintah 

yang berwenang dalam hal ini kewenangan Pengadilan 

Negeri Sleman dikarenakan locus perbuatan tersebut 

di Kabupaten Sleman. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil pemaparan penelitian dan simpulan di 

atas, penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Kepada peneliti selanjutnya 

Disarankan untuk peneliti selanjutnya bisa 

memperdalam kasus yang serupa dengan melihat 

perkembangan kasus lain yang telah diputus 

pengadilan. Untuk kajian bisa diperluas dalam 

perspektif viktimologi karena sangat berkaitan dengan 

kriminologi. 

2. Kepada pembaca 
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Para pembaca disarankan membaca secara seksama 

mengenai perkembangan kasus yang serupa dalam 

referensi-referensi lain agar tidak terjadi kesalah 

pahaman dalam memahami karya tulis ini. 

3. Kepada para penegak hukum 

Para penegak hukum harus selalu melek terhadap 

kasus serupa, tindakan tegas dan sanksi sangat 

diperlukan bagi para pelaku. Untuk kedepannya para 

aparat penegak bisa lebih cermat dan tegas dalam 

menangani kasus serupa, karena untuk kasus ini 

membutuhkan waktu yang sangat lama dalam 

menanganinya 
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LAMPIRAN 

 

Daftar Pertanyaan Wawancara 

 

PERTANYAAN WAWANCARA 

Wawancara Pada Hakim Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A 

Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN.Smn 

 

Pertanyaan Terkait Putusan:  

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai fenomena 

match fixing dalam konteks sepak bola di Indonesia, 

khususnya di Liga Indonesia?  

2. Apa saja faktor-faktor yang menurut Bapak/Ibu paling 

berperan dalam terjadinya tindak pidana suap terkait match 

fixing?  

3. Dalam memutus kasus suap match fixing ini, apa saja 

pertimbangan hukum baik alasan yuridis dan non yuridis 
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yang Bapak/Ibu gunakan? Selain itu pelaku sudah berapa 

kali melakukan kejahatan tersebut?  

4. Bagaimana proses pembuktian dalam kasus suap match 

fixing ini? Apakah ada tantangan dalam mengumpulkan 

bukti-bukti yang cukup untuk memutuskan kasus ini?  

5. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai efek jera yang 

dihasilkan dari putusan pengadilan terhadap pelaku suap 

dalam kasus ini?   

6. Apa yang menurut Bapak/Ibu membedakan kasus match 

fixing ini dari kasus-kasus suap lainnya yang pernah 

Bapak/Ibu tangani?  

7. Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu menangani kasus 

tindak pidana suap terkait match fixing ini? Apakah ada 

tantangan khusus dalam proses peradilannya?  

Pertanyaan Terkait Kriminologi:  

8. Bagaimana Bapak/Ibu memandang tindak pidana suap 

match fixing dalam perspektif kriminologi? Apakah ada 

pola perilaku tertentu yang terlihat dalam kasus ini?  

9. Menurut perspektif kriminologi terdapat sebuah teori, 

yakni teori Asosiasi Diferensial, yaitu teori yang 

menyatakan, bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang 
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adalah hasil dari meniru kejahatan yang ada dalam 

masyarakat atau kejahatan itu dipengaruhi oleh lingkungan 

sosial baik melalui interaksi sosial maupun keterlibatan 

dalam kriminalitas atau hal lainnya. Menurut pandangan 

Bapak/Ibu apakah teori Asosiasi Diferensial 

menggambarkan pola pelaku dalam melakukan tindak 

pidana suap tersebut? Bagaimana pandangan Bapak/Ibu 

terhadap pelaku apabila dianalisis dengan teori ini?  

10. Teori Anomi dalam kriminologi menjelaskan bahwa dalam 

mencapai tujuan, tidak semua orang menggunakan sarana-

sarana yang tersedia, ada yang memilih cara-cara yang 

tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan atau 

disebut dengan illegitimate means (cara yang tidak sah). 

Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap pelaku suap 

apabila dianalisis dengan teori Anomi dalam ilmu 

kriminologi? Apakah teori tersebut menggambarkan pola 

pelaku dalam melakukan kejahatan suap tersebut?  

11. Menurut Bapak/Ibu, apa motif utama yang mendorong 

pelaku melakukan suap dalam konteks match fixing? 

Apakah motif ini berkaitan dengan faktor ekonomi, sosial, 

atau psikologis?  

12. Apakah menurut Bapak/Ibu ada karakteristik khusus dari 

para pelaku tindak pidana match fixing yang 

membedakannya dari pelaku tindak pidana lainnya?  
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Pertanyaan Penutup:  

13. Menurut Bapak/Ibu, apa yang dapat dilakukan oleh pihak 

peradilan, pemerintah, dan masyarakat untuk mencegah 

terjadinya tindak pidana suap terkait match fixing di masa 

depan?  

14. Bagaimana Bapak/Ibu melihat peran media dalam 

membahas dan mempublikasikan kasus-kasus match fixing 

di Indonesia? Apakah itu membantu dalam penegakan 

hukum atau justru mempersulit?  
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Dokumentasi wawancara dengan narasumber hakim PN 

Sleman Bapak Cahyono, S.H., M.H 
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